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ABSTRAKSI

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri
dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak
sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mereka mempunyai hak
yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan
perceraian yang diajukan oleh istri adalah syigaq. Sebagaimana dijelaskan dalam
KHI pasal 116 huruf f bahwa Antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga. Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena
didasarkan atas alasan syigag, bahwa pengadilan setelah mendengarkan
keterangan saksi yang berasal dari pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang
dekat dengan keduanya tentang sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat
seorang hakam atau dari masing-masing pihak keluarga ataupun orang lain.
Berdasarkan  putusan  Pengadilan Agama  Salatiga Nomor  perkara
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Dimana dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-
bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat,
bahwa perbedaan madzhab antara penggugat sunni dan tergugat syiah yang
menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis
hakim menetapkan keputusan syigaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan
perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan berkas perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL sebagai sumber
data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi
serta wawancara. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan,
dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa majelis hakim PA Salatiga
mengabulkan gugatan tersebut dengan memasukan perkara Syigaq sesuai pasal 19
huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f. Akan tetapi Sebagaimana
pendapat sayyid sabiq yang telah dikutip abdul manan percearain karena syigaq
ini sebagai perceraian karena bentuk dharar. Lebih lanjut adapun bentuk dharar
menurut imam malik dan Imam ahmad suami suka memukul, mencaci, menyakiti
badan istri dan berbuat mungkar. Selanjutnya pasal 76 ayat 2 UU No 7 THN 1989
bahwa untuk mendapatkan putusan hakim harus mendengarkan keterangan saksi,
Mengenai kedua saksi yang diajukan penggugat, bahwa domisili salah satu saksi
tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan, sebagaimana penjelasan
yahya harahap secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan
pendengaran, penglihatan atau pengalaman. Selanjutnya Mengenaai pengangkatan
hakam, sebagaimana penjelasan Yahaya Harahap tentang pasal 76 ayat 2 UU No 7
THN 1989 dan tata cara penyelesaian berdasarkan alasan syigaq sebagaimana QS.
An-nisaa’ ayat 35. Namun majelis hakim tidak menerapkannya dengan alasan
sudah pernah dilaksanakan sebagaimana keterangan saksi tanpa di adanya bukti.
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Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU membentuk keluarga
yang bahagia dan keka. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 1
menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagal suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia
dan keka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum,
poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai
kesgahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, Undang-undang ini
menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya
bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang
pengadilan.’

Daam Islam pada prinsipnya perceraian tidak dilarang, ini dapat dilihat
padaisyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal

yang paling dibenci oleh Allah.
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! Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indoneia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,
him. 213.



Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: Perbuatan halal
yang sangat dibenci oleh Allah idah talak."(HR. Abu Daud dan lbnu
Majah dan disahkan oleh Al-Hakim).?

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan
alternatif terakhir sebagai ”pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera
kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan
kesinambungannnya. Karena kebolehan talak adalah sebaga aternatif terakhir,
Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha-
usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari
kedua belah pihak.?

Daam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39
ayat (1) disebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.* Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim
dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan
hakim atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam
putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat berbagai konstruksi dan
penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan
menguji aat bukti yang digukan dalam persidangan dengan menerapkan teori
kebenaran dan keadilan.” Dalam konteks ini, yang perlu ditekankan bahwa para

pencari keadilan sangat mengharapkan kepada hakim untuk memutuskan segala

2 A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maram, Bandung: CV. Diponegoro, 1999, cet, Ke-
XXVI, him. 476.

¥ Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indoneia, him. 214.

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia,
2012, cet, Ke-4, him. 87.

> Mukti Arto, Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelgjar,
1998, cet, ke-2, him. 202.



perkara dengan seadil-adilnya terutama pada “Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab
Sebagali Alasan Perceraian dalam putusan verstek’. Dengan demikian nantinya
tidak merugikan pihak istri, suami dan anak-anaknya ataupun pihak-pinak lain
yang bersangkutan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena
beberapa sebab, diantaranya nusyuz, li’an, syigag dan lain sebagainya. Dalam Al-
Qur’an dijelaskan bahwa nusyus bisa terjadi pada suami dan istri, sebagaimana
QS. An-Nisaa’ ayat 34 yang menjelaskan nusyus istri.
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian
dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
[QS. QS. An-Nisaa’, 4; 34].°

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya, Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1999, him. 123.



Adapun nusyus suami dijelaskan dalam QS. An-Nisaa’ ayat 128:
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Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian
yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan. [QS. An-Nisaa’, 4; 128]’
Sedangkan di Indonesia ayat tentang suami dijadikan dasar untuk merumuskan
ta’lig talag yang dimuat dalam akta nikah, sehingga seolah-olah telah
diberlakukan sebagai sesuatu yang wajib.®
Adapun perceraian yang disebabkan li’an sebagaimana dijelaskan dalam

QS. An-Nuur ayat 6-7:
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Artinya. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka
tidak ada mempunya saksi-saks selain diri mereka sendiri, maka
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,
sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan
(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk
orang-orang yang berdusta. [QS. An-Nuur; 24, 6-7]°

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya, him. 143.
8 Sayuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Ul Press, 1986, him. 94.
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhannya, him. 544.



Selain nusyus, li’an ada pula perceraian karena syigaq sebagaimana QS.
An-Nisaa’ ayat 35:
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal .
[QS. An-Nisaa’, 4; 35]*°

Mengena ketentuan tentang syigaq dalam KHI sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 116 beris kumpulan aasan-alasan perceraian termasuk salah satunya

huruf (f).

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.**

Menurut Beni Ahmad Saebani, dadam Figh Munakahat 2 tingkatan
persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat
yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu: *2
1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh
hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan
membangunkannya dengan cara kasar, seperti memercikan mukanya dengan
air, dan istri tidak terima, sehingga akhirnyaterjadi pertengkaran.

2. Persdlisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan

oleh kedua belah pihak yang meluka hati atau menghilangkan kepercayaan

19 Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemhannya, him. 123.
Y nstruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116, hal 16
12 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2, Bandung: Pustaka Setia, 2001, him. 51.



diantara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki,
sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya
melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

3. Persdlisihan tingkat tinggi yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal
yang sangat mendasar misalnya istri dan suami murtad, suami berzina dengan
pelacur atau dengan istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan
diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas
alasan syigag, pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari
pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang
sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat seorang hakam atau dari masing-
masing pihak keluarga ataupun orang lain.

Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai juru damai kedua belah pihak
suami istri jikaterjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa
yang benar dan sigpa yang salah diantara kedua suami istri tersebut. Menurut
penjelasan pasa 76 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu hakam adalah orang yang
ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau keluarga istri atau pihak lain

untuk mencari upaya penyel esaian perselisihan terhadap syigaq.™

3 M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989,
Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 249.



Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak
secara langsung disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian ialah
Syigag Karena Perbedaan Madzhab. Namun di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan hanya menyebutkan bahwa aasan yang dapat dijadikan
perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa, suami sudah tidak mempunyai i’tikad baik
untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan bertindak sewenang-wenang
dengan mementingkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah pertengkaran secara
terus menerus sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis.

Berdasarkan  putusan  Pengadilan Agama  Sadatiga  Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA. SAL, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam
putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan
dari pihak keluarga Penggugat, yang menurut penulis cacat sebagaimana syarat
dibolehkannya saksi dalam perkara syigaq. Maka ditemukan fakta, bahwa kedua
saks berasal dari keluarga Penggugat dan tempat tinggal salah satu saksi jauh dari
rumah Penggugat, yang dalam konteks ini, tidak sesuai sebagaimana dalam UU
Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1).

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigaq maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri”.**

¥ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Bandung: Rajawali Pers, 2012, him 20



Disisi lain, pihak keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan
keduanya. Padahal di dalam putusan tidak ada bukti bahwa keluarga tersebut
sudah menerapkan apa yang telah diperintahkan dalam QS. An-Nisaa’ ayat 35.
Kemudian usaha hakim dalam menerapkan perdamaian dianggap kurang optimal.
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang
menghadap tanpa aasan yang sah, meskipun dalam berita acara pemanggilan
yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab
demikian, Hakim mengadili berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah dipanggil
secara resmi untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan
mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan verstek. Dari redlitas tersebut,
apakah prosedur pemanggilan secara sah dan patut sudah diterapkan secara
maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 26, 27, 28 PP No. 9
Tahun 1975 dan pasal 390 HIR, yang jika dianalisa, bahwa pekerjaan tergugat
merupkan seorang eksportir yang dari dulu sudah diketahui bahwa dalam hal
tempat tinggal Tergugat selalu berpindah-pindah bahkan sampai ke luar negeri.
Mengenai pandangan Mgelis Hakim dalam memutuskan perkara Syigaq
karena perbedaan madzhab, apakah sudah memasuki ranah yang sangat
membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga, sehingga dengan mudahnya
hakim mengabulkan gugatan Penggugat tanpa melihat akibat yang
ditimbulkannya nanti. Oleh sebab demikian, penulis sangat tertarik untuk
melakukan penelitian dan memberikan analisa terhadap putusan Pengadilan
Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, tentang dasar hukum dan

alasan-alasan pertimbangan hakim serta sgauh mana penerapan konsep syigaq



oleh hakim di dalam memutus perkara melaui kaca mata hukum Islam dan
perundang-undangan yang berlaku, dengan menila dasar hukum dan
pertimbangan hakim akan menjadi hal yang penting dalam menganalisa putusan
tersebut yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul “Syigaq Karena
Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi
Andisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga  Nomor

0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.”

. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan
yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan bahasan supaya
tidak jauh dari tema yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah sebagal
berikut:

1. Bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan syigaq
karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga
Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL)?

2. Bagamana adasan-dasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menyelesaikan perkara syigaq karena perbedaan madzhab dalam putusan

verstek?

. Tujuan Pené€litian
Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas,

maka penulis mempunyai tujuan
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1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan
keputusan syigaq karena perbedaan madzhab sebagai aasan perceraian
(Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL).

2. Untuk mengetahui analisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim
daam menyelesaikan perkara syigaq karena perbedaan madzhab dalam

putusan ver stek.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah syigaq telah banyak dilakukan
oleh pendliti lain, diantaranya penelitian yang dilakukan olen Hikmah Shoaleh
(2013) dengan judul “Analisis Hukum Mengena Alasan Cerai Karena
Perselishan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Haragpan Untuk Hidup Rukun
Dalan Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.)."®
Penelitian ini memaparkan bagaimana perselishan dan pertengkaran serta
pertimbangan hakim, sehingga mengabulkan perceraian pemohon. Hasil
penelitian tersebut hakim mengabulkan perceraian pemohon dengan aasan
syigag, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memang
merupakan sadlah satu adasan perceraian. Akan tetapi perselishan dan
pertengkaran yang dimaksud ialah perselishan dan pertengkaran yang terus
menerus terjadi diantara keduanya. Alasan perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi

> Skripsi Hikmah Shoaleh (2013) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Walisongo dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan
Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus
Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.).
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merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya, dalam hal ini
termohon sering meninggal kan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

Skrips Nur Amilliah (2008) dengan judul "Perselishan Sebagai
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di PA
Semarang Tahun 2006".*° Penelitian ini memaparkan, dimana dalam pengajuan
perkara dicantumkan beberapa alasan, yang saah satu alasannya yaitu adanya
tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga istri mengalami
trauma. Kasus tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan hukum yang dipakai
oleh mgelis hakim dalm mengambil keputusan, dimana majelis hakim hanya
mencantumkan pasal 19 huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975 Jo. Pasa 116 huruf (f)
Kompilsai Hukum Islam. Dalam ha ini berarti maelis hakim hanya
mencantumkan satu dari beberapa pertimbangan hukum yang dapat dipakai yaitu
antara sumai istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Jurnal Asni (2014) dengan judul “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan
Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama™.'’
Penelitian ini memaparkan penyelesaian kasus-klasus perceraian akibat kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kendari, Sulawes Tenggara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam dalam memberikan

putusan didasarkan pada pertimbangan hukium formil dan materiil, fakta-fakta

'® Skripsi Nur Amilliah (2008) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo
dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara
Perceraian Di Pa Semarang Tahun 2006"

7 Jurnal Asni (2014) mahasiswi Jurusan Syariah STAIN Sultan Qoimuddun Kendari
dengan judul “Pertimbangan Maslahat Dala Putusan Percearaian Akibat Kekerasan Dalam Rumah
Tanga di Pengadilan Agama”. Ahkam: Vol. X1V, No. 1, Januari 2014
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persidangan  serta pertimbangan maslahat. Namun mageis hakim
mempertimbangkan bahwa kasus KDRT termasuk salah satu alasan penyebab
terjadinya perselishan dan pertengkaran sehinga majelis hakim menggunakan
dasar PP No 9 pasal 19 huruf f, jo KHI pasal 116 huruf f.

Jurnal Anshori (2013) dengan judul * Kesaksian Wanita Dalam Pandangan
Ulama’ Tafsir”.'® Penelitian ini memaparkan adanya kontroversi tentang
kesaksian perempuan dan laki-laki dalam masalah muamalah. Perbedaan tersebut
diakibatkan adanya sudut pandang Al-Ishhad (memberi kesaksian di luar
pengadilan) dan Al-Syahadah (persaksian). Namun dalam memutuskan perkara
kesaksian perempuan dan laki-laki di tentukan oleh keyakinan hakim.

Karya tulis yang disusun oleh pakar hukum diantaranya M . Yahya
Harahap, dalam bukunya Kedudukan Kewenanagan dan Acara Peradilan Agama
(UU No. 7 Tahun 1989), menjelaskan tata cara dalam pemeriksaan atas alasan
syigag yang di dalamnnya menyangkut tentang kedudukan keluarga atau orang

dekat sebagai saksi dan tentang pengangkatan hakam.™®

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya tulis diatas, maka skrips ini
berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian lain. Sebab dalam skripsi ini
penulis meneliti masalah tentang dasar hukum dan bagaimana alasan-alasan
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara “Syigaq Karena Perbedaan

Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek™. Sehingga dalam

'8 Jurnal Anshari (2013), Mahasiswa Institut 1lmu Al-Quran, dengan judul “Kesaksian
Wanita Dalam Pandangan Ulama’ Tafsir”, Ahkam: Vol.XIII, No, 2, Juli 2013.

¥ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7
Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 249.
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hal ini, apakah Majelis Hakim mengabulkan putusan berdasarkan hukum Islam
dan hukum Positif
E. Metode Pendlitian
Agar tercapai maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
menggunakan metode sebagai berikut:
1. JenisPenelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang.
Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a)
penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif.”® Jenis penelitian ini termasuk
jenis penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya
pada proses penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan
berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan
data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis
melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir
formal dan argumentatif. Banyak penelitin kualitatif yang merupakan penelitian
sampel kecil.?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

2% Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelgjar Offset, him. 5
*! Saifudin Azwar, Metode Penelitian, him. 5
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dapat diamati.”? Dari hasil data deskriptif peneliti meneliti dan menganalisisnya
menggunakan metode normatif empiris.
2. Sumber Data dan Bahan Data
a Sumber Data
1) DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan
data langsung pada subyek sebagai sumber primer informasi yang
dicari.® Sumber data primer disini berupa penetapan Pengadilan Agama
Salatiga No. 0295/)dt.G/2015/PA.SAL Serta wawancara hakim dan
tergugat.
2) Sumber Data Sekunder
Data Sekunder adalah sumber pelengkap dari sumber data primer
yang mempermudah proses penilaian literatur primer.?* Adapun sumber
data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, karya
karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan
ini.
b. Bahan Hukum
Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.

Tanpa bahan hukum tidak akan mugkin dapat ditemukan jawaban atas

*? Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya,
2002., h. 3

? Saifuddin Azwar, metode penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2001, cet, Ke-3,
him. 91

** Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986, hal. 11-12.
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isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang

dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hokum.*

a)

b)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti
peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum
primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah
Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Serta wawancara hakim dan tergugat.
Bahan Hukum Sekunder

Sebagal bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-
buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-
jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan
hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam
“petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.?

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis
adalah buku-buku seperti Penelitian Hukum (Legal Research) karya
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum karya
Peter Mahmud Marzuki, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek karya Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian karya Saifudin

% Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Afendi, Penelitian Hukum (legal Research), Jakarta
: Sinar Grafika, 2014., him. 48

?® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: K encana Prenada Media Group,
edis pertama, cetakan ke-7, 2005., him. 155
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Azwar, Metodelogi Penelitian Kualitatif karya Lexy J Moleong,
Etika Seksual dalam Islam karya Murtadha Muthahhari, Penerapan
hukum Acara Di Pengadilan Agama Karya Abdul Manan, Hukum
Acara Perdata Karya M. Yahya Harahap, Hukum Perdata Islam di
Indonesia karya Ahmad Rofig, dan Fikih Sunnah karya Sayyid
Sabiq, Kompilass Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan.
c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar

Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang tepat agar diperoleh

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan

untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a Dokumentasi

b.

Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwva yang telah
lalu.?” Dokumentasi berupa cara memperoleh data dengan menelusuri serta
mempelgari dokumen berupa berkas No. 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.

Wawancara

%7 zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, cet.5, hal 107
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Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun
peneliti terhadap narasumber.”® Wawancara digunakan oleh peneliti untuk
menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan
secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga penéliti
mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan tentang dasar hukum
Maelis Hakim dalam memutuskan perkara Syigaq karena perbedaan
madzhab sebagai alasan perceraian.

4. Anaisis Data

Menurut patton yang dikutip Moleong analisis data adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori
dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data® Sedangkan andisis data
dan jenis penelitian ini adalah dengan metode normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya
merupakan pengabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya
berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai
implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada
setigp peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam
metode penelitian normatif empiris terdapat tiga kategori yakni:

a. Nonjudicia Case Study

28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, hal 107
% Saifudin Azwar, Metode Pendlitian, him. 5
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Merupakan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada
campur tangan dengan pengadilan.
b. Judicia Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus

hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan

dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian

(yurisprudensi).

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu

peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum

berakhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris
untuk meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian berdasarkan
fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian normatif empiris dalam
upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuian teori dengan
metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penulis dalam penyusunan
skripsi ini.

F. Sistematika Penelitian
Dalam proses menguraikan pembahasan masalah di atas, maka penulis
berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih
terarah dan mudah di pahami, serta tidak kalah penting adalah penjelasan-
penjelasan tersebut nantinya mampu menjawab permasalahan yang disebutkan,

sistematika pembahasannya sebagai berikut:
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PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang: latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan penelitian.

TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang: @) perceraian meliputi: pengertian
perceraian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk perceraian, aasan-
alasan perceraian, b) syigag meliputi: pengertian syigaq dan dasar
hukumnya, syigaq dalam pandangan perundang-undangan nasional,
arti hakam dan kewenangannya, c) verstek meliputi: pengertian
verstek, dasar hukum dan syarat acara ver stek.

PUTUSAN PA  SALATIGA  0295/PDT.G/2015/PA.SAL
TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Bab ini membahas tentang: Deskripsi umum Pengadilan Agama
Salatiga 1) Segjarah Pengadilan Agama Salatiga, 2) Kekuasaan
Pengadilan Agama Salatiga, 3) Deskrips putusan PA Salatiga
Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, 4) Dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL tentang syigaq karena perbedaan
madzhab sebagai alasan perceraian.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SALATIGA NOMOR 0295/PDT.G/2015/PA.SAL TENTANG
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SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang: analisis terhadap dasar hukum
bagi hakim dalam menetapkan keputusan syiqaq karena perbedaan
madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL) dan analisis terhadap alasan-alasan
yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara
syigaq karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian dalam
putusan ver stek.

PENUTUP

Pada bab ini berupa: kessmpulan dan saran-saran, kesimpulan yang
merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan

saran-saran merupakan maksud penyusun yang perlu diperhatikan.
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TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, SYIQAQ DAN VERSTEK

A. Perceraian
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah putusnya
perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU
No 1 Tahun 1974 adalah lkatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha
Esa Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang suami
dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga)
antara suami dan istri.*

Kemudian dalam istilah Figh perceraian juga dikenal dengan istilah

talak, sebagai mana kutipan Djaman Nur.
S 8 bl 0 2 ol Bl oS0 5 B ol ) 0
A S e L G g

Artinya: Talak menurut syara’ ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah
dan talak itu adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang
menetapkan lafadz itu sebagal kata melepaskan nikah. Dalil-dalil
tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, a-Sunnah, Ijma’ ahli
agama dan Ahl a- Sunnah.*

% Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet,
Ke-2, him. 18.
3! Djaman Nur, Figih Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, him. 135.
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Menurut Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana telah dikutip Djaman Nur
menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan
pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehinggatidak lagi istri itu
halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga kali).*

Menurut Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. *

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusasha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

3) Tatacaraperceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan
dalam Perundang-undangan.

Adapun yang di jadikan sebagai dasar hukum perceraian yaitu terdapat
dalam firman Allah SWT QS. Al-Bagarah ayat 229:

I N I 2 - T R R T /st sy s F 2
Lo 152 ol o) I Y5 el Fopis 5l Oda Il ob)e Gl
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Artinya Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Tidak hala bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jka kamu

khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

% Djaman Nur, Figih Munakahat, him. 135.
* Amak F.Z, Proses Undang-undang Perkawinan, Jakarta:Al-Ma’arif, 1976, him. 145,
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hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah
orang-orang yang zalim.[QS. Al-Bagarah; 2, 229].%*

Selain itu terdapat juga dalam Hadist Nabi Muhammad SAW:

8o & - P
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Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan

halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak ."(HR. Abu Daud
dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).*

Mengenai permasalahan hukum cerai di atas, para ulama’ figh terjadi
perbedaan pendapat. Diantara pendapat yang ashah, mengatakan bahwa
perceraian itu dilarang. Kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syara’.
Diantara yang berpendapat demikian ialah golongan Hanafiah dan Hanabilah.
Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin
adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal
bercerai kecuali darurat.®

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat
Islam ada 5 (lima), tergantung lllat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagal
berikut: 3
1. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan ila’ (sumpah suami untuk tidak

menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai’ah (kembali

menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus

** Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 55.

* A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maram, him. 476.

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah ter. Nor Hassanuddin, Lc, MA, dkk. dari “Figh Sunnah”,
Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, him. 136.

3" Syeikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, ter. Misbah dari “Figh Al-Usrah Al-
Mudlimah”, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002, him. 248-249.
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percekcokan apabila keduanya melihat ceral lebih baik bagi pasangan suami

istri itu. Begitu juga setiap ceral yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang

biasanya tidak dapat di tahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai
menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah
kemaksiatan.

2. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hgjat. Ada dua riwayat mengenai cerai cara
ini, yakni sebagai berikut:

a. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan
istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat.
Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda.
Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ibnu Magjjah yang berbunyi:
e Yt ohe s ade A o A oy J6 1 B g &1 iy s ol 59
0,2 0y G805 e N
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Artinya: Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak
boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak
boleh pula membuat madzarat pada orang lain. (HR. Ahmad

dan Ibn Mgjjah).

b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW,

A BV aad s e ) o @1 Jey J6 Ligas A oy s ) o
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Artinya: Ibnu Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda
perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah idah talak

** Imam Muhammad Ibn Isma’il, Subul al-Salam juz 3, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Iimiyah,
1186 H, him. 161
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"(HR. Abu Daud dan Ibnu Maah dan disahkan oleh al-
Hakim).*

Ceral yang dibenci adalah cerai yang tanpa hgjat, dan Nabi SAW
menyebutkan halal. Juga cerai meniadakan pernikahan yang mengandung
maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

3. Mubah, yaitu ketika ada hagjat. Baik karena buruknya perangai istri dan
pergaulannya dan karenaistri dirugikan tanpa mencapai tujuan.

4. Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Seperti
sholat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksakannya atau suami
mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini,
tidak ada larangan melakukan adhl (melarang istri menikah dengan orang
lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan
mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT
berfirman QS. An-Nisaa’ ayat 19:

. ’/}}}//E//..J}/;/}/J//, [ £
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang
telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan
pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara
patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyuka sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[ QS.
An-Nisaa’; 4, 19]%

% A. Hasan, Terjemahan Bulughul Maram,, him. 476.
* Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him.119.
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Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai
yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekcokan, dan di kondisi
dimana istri perlu melakukan khulu’ (perceraian atas permintaan istri
dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.
. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami
menyetubuhinya. Ulama’ seluruh negeri dan zaman menyepakati
keharamannya, dan disebut cerai bid’ah, karena orang yang mencera itu
menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Allah SWT berfirman QS. At-Thalaq ayat 1:
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Artinya Ha Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.|
QS. At-Thalag; 65, 1]*

Dan sebagai mana hadist nabi SAW:

e oo R o I I P
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* Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 944.
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Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya ia telah ceraikan istrinya di dalam
keadaan haid pada masa Rasulullah saw, Umar bertanya kepada
Rasulullah saw tentang itu, maka sabdanya: perintahlah dia
supaya beruju’ kepadanya, kemudian ia tahan dia hingga suci,
kemudian dia haid, kemudian dia suci, kemudian jika ia mau,
boleh ia tahan terus dia, dan jika tidak, boleh ia ceraikan dia
sebelum ia campuri dia, karena yang demikian itulah iddah yang
Allah perintah supaya dicerai perempuan padanya. (Muttafaq
Alaih).*?
2. Bentuk-bentuk Perceraian
Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 hanya
memuat tentang pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai
gugat. Ini berarti bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak mengatur
lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian. Perundang-undangan itu justru lebih
banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian
yang berakibat hukum putusnya perceraian itu tetap dapat bermuara pada cerai
talak dan cera gugat, serta alasan-alasan hukum perceraiannya yang telah
diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 9
Tahun 1975.%
a Taak
Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak
talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan,

bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam

* A. Hassan, Terjemhan Bulughul Maram, him. 477.
* Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, him. 116.
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mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya
bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian
lebih dapat diminimalisir dari pada jika hak talak diberikan kepadaistri.*
Adapun dalam menjatuhkan talak suami harus memenuhi beberapa
ketentuan agar niat talak dapat terlaksana. Terdapat beberapa rukun yang
harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian, yaitu:
1) Suami yang sah akad nikah dengan istrinya, di samping itu suami dalam
keadaan:

a) Hendaklah ia orang yang berakal, oleh karenaitu tidak sah talak dari
suami yang gila. Gilayang dimaksud disini adalah orang yang hilang
akalnya atau rusak akalnya karena sakit, baik karena sakit pitam,
sakit panas atau syarafnya rusak.

b) Baligh, oleh sebab tidak sah talak anak kecil yang belum baligh,
wal aupun diatelah mumayyiz tetapi masih dibawah usia 10 tahun.

c) Atas Kemauan sendiri, oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan
atas paksaan.®

2) Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang
telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami
mempunyai dua isteri, maka isteri yang kedua tidak terlibat dalam
perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada isteri, baru dianggap

apabila

44 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan |slam (Perspektif Figh dan Hukum Positif),
Y ogyakarta: Ul Press, 2011, him. 106.
“> Djaman Nur, Figh Munakahat, him. 142.
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a) Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak raj’i.
Sedangkan isteri yang ditalak ba’in, berarti suami tidak ada hak lagi
untuk mentalak isterinya, karenatidak dalam kekuasaannyalagi.

b) Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena
itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam iddah, wanita yang
bersaudara, makatidak sah talak kepadaisterinya.

c) Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri
yang sedang hamil.*®

3) Shigot atau ucapan talak adalah lafadz yang menunjukkan putusnya
ikatan perkawinan, baik lafadz sharih maupun kinayah.

Adadua syarat lafadz talak:

a) Lafadz ini menunjukkan talak baik sharih maupun kinayah, oleh
karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seorang
sedang marah maka dia dikembalikan maharnya atau dia kembalikan
harta bendanya tanpa penyebab lafadz talak. Oleh karena itu hal ini
tidak dihitung talak.

b) Lafadz ini dimaksudkan sebagai ucapan talak buka karena keliru.
Umpanya seorang mengatakan; anti thaahiratun, artinya engkau
suci, keseleo lidahnya mengatakan anti thaaliqun, artinya engkau
tertalak. Dalam keadaan seperti itu talaknyatidak jatuh

4) Al-Qasdh artinya ucapan talak memang dimaksudkan oleh yang

bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud lain.

6 M. Noor Matdawam, Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau
dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI, Y ogyakarta: Bina Karier, 1990, him. 64.
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Umpanya seseorang memanggil istrinya: ya thaaligatun, artinya: wahai
orang tertalak, sedangkan istrinya bernama thaahiratun, keseleo
terpanggil ya thaaligotun, makahal seperti itu tidak jatuh talaknya.*’
b. Syigaq
Soemiyati menjelaskan, bahwa syigaq itu berarti perselishan atau
menurut istilah figh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua
orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Pengangkatan
hakam kalau terjadi syigaq ini merujuk pada QS. An-Nisaa’ ayat 35:

J_a /ll_é:&\ L&:-jc_cd.h‘ L&‘wb%d@wub
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Artinya: Dan jika kamu khawati rkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Mahg Mengetahui lagi Maha Mengena. [QS. An-Nisaa’; 4,
39].

Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama
bertugas untuk mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa
sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak
berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri

tersebut.*

* Djamaan Nur, Figh Munakahat, him. 143.

*® Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 123

49 Soemiyati, Hukum Perkawinan Isam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1
Tahun 1974), Y ogyakarta: Liberty 1982, him. 111-112.
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c. Khulw’

Menurut Muhammad Thalib, jika istri membenci suaminya karena
fiskknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang terlalu tua, kelemahannya
atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk
mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan khulu’ terhadap suaminya
dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya.*® K etentuan ini

berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Bagarah ayat 229:

\
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Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) duakali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang maruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. tidak hala bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang
yang zalim. [QS. Al-Bagarah; 2, 229].**

Dengan demikian seorang istri dapat terlepas dari perjanjian
perkawinan dengan mengembalikan uang mahar yang dulu pernah di
berikan, sedangkan sebagai imbalannya suami menjatuhkan talak kepada

iStri.

*® Muhammad Thalib, Menejemen Keluarga Sakinah, Y ogyakarta: Pro-U, 2007, him.
261

>! Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 55
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d. Fasakh
Sayuti Thalib menegaskan bahwa arti fasakh ialah diputuskannya
hubungan perkawinan (atas permintaan saah satu pihak) karena
menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas ha-hal
yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan
yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dengan di-fasakh-
annya oleh hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan
perkawinan itu. Ha ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan
perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu
mengajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama.*
Menurut Abdul Ghafur Anshori, alasan terjadinya fasakh secara
umum dibedakan menjadi dua macam yaitu: >3
1) Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun
syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan
tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya
perkawinan,
2) Fasakh terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang
menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau
dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau

keduanya. Fasakh dalam bentuk ini disebut khiyar fasakh.

%2 Sgjuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, him. 117.
>3 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Figh dan Hukum Positif)
him. 141.
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e. Fahisah
Fahisah Menurut Al-Quran Surah Al-Nisaa’ ayat 15:
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Artinya. Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji
hendaklah ada empat orang saks diantara kamu (yang
menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam
rumah sampai mereka menemui ganya, atau sampa Allah

memberi jalan lain kepadanya. [QS. An-Nisaa’; 4, 15]
perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang
memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homoseksual, leshian,
dan sgenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami
dapat bertindak mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang
memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar,

maka kurunglah wanita itu sampai mereka menemui gjalnya.>*
f. Ta’lik Talak

Ta’lik Talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa
ini di indonesia, dimana setigp mempelai laki-laki setelah akad nikah
mengucapkan ijab gabul, mengucapkan lagi ikrar ta’lik talak yang
berbunyi sebagai berikut: ”Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya
enam bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah

kepada istri saya”, atau apabila saya (suami) memukul atau menyakiti

istri saya melampaui batas dan berbekas “atau “ Apabila saya (suami)

>* Moh.ldris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, him. 140.



menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada
saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau Magjid
dan membayar uang iwadh sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak
saya (suami) satu.>
g ll&

Ila> menurut penjelasan Sudarsono, sebagaimana yang telah dikutip
Moh. Idris Ramulyo adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari
sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli
istri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istri (telah
terjadi ila’), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat
bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar
sebagal aternatif baik suami untuk rujuk dengan istri atau menalak
istrinya. Pengertian ila’ tersebut didasarkan atas QS. Al-Bagarah ayat

226-227:
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Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali
(kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam
(bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha
Mengeengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Bagarah; 2, 226-
227]

* Moh.ldris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Sudi Analisis UU No 1 Tahun 1974
dan Kompilas Hukum Islam, him. 136.

>® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 55.
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h. Zhihar

Menurut Abdul Ghafur Anshori, mengenai zhihar ulama’ sepakat

bahwa hukumnya adalah haram. Yang menjadi keharamannya dapat

dilihat dari duasegi, yakni sebagai berikut. *’

1)

2)

Segi kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan
istrinya dengan ibunya yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat

2
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Artinya. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu,
(menganggap isterinya sebaga ibunya, padahal) tiadalah
isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain
hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan
sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan
wgagu perkataan mungkar dan dusta.[QS. Al-Mujadaah;
2]

Segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan kafarat

terhadap pelakunya yang melanggar apa yang dilakukannya itu

sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Mujadilah ayat 3:
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Artinya Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka
ucapkan, maka (wgjib atasnya) memerdekakan seorang
budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.
Demikianlah yang digjarkan kepada kamu, dan Allah

" Abdul Ghafur Anshor, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Figh dan Hukum Positif),

him. 144-145,

*® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 908.
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Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS Al-
Muijadilah; 58, 3]*°

Lebih lanjut, Abdul Ghafur Anshor menegaskan bahwa diharamkannya
zhihar, pada hakikatnya bertujuan agar suami tidak begitu mudah
bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak kehidupan
rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.
Li’an

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyari, sebagaimana telah
dikutip Abdul Ghafur Anshori arti kata li’an ialah sumpah laknat, yaitu
sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat
Tuhan. Hal ini terjadi apabila suaminya menuduh istri berbuat zina,
padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya is
dikena hukuman menuduh zina tanpa saks yang cukup, yaitu dera 80

(delapan puluh) kali. ® QS An-Nuur ayat 4:
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat
selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
[QS An-Nuur; 24, 4%

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 908.
% Abdul Ghafur Anshor, Hukum Perkawinan Islam(perspektif figh dan hukum positif),

him. 145.

®! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him. 543.
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Hukum li’an menurut Abdul Ghafur Anshori, bahwa yang yakin
atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau
boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran
tuduhannya, maka hukum li’an baginya adalah haram. Adapun tujuan
dibolehkannya li’an tersebut adalah untuk memberikan kemudahan
kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang
dilakukannaya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat
apa-gpa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah
melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya yang
hukum formil tidak dapat membantunya.®?

Hakim yang menyelesaikan perkara li’an, memulainya dari laki-
laki dan menyuruhnya mengucapkan sebanyak empat kali, “Aku
bersumpah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sesungguhnya
aku benar-benar jujur mengenai zina yang aku tuduhkan kepadanya”.
Pada sumpah kelima ia berkata “Semoga aku dilaknat Allah bila aku
termasuk orang-orang yang berdusta”. Kemudian hakim meminta istri
bersumpah atas tuduhan suami dan pada sumpah kelima ia berkata,
“Semoga aku dimurkai Allah bila ia termasuk orang-orang yang jujur”.
Apabila keduanya bersumpah, maka sumpah itu menjadi perpisahan
selama-lamanya di antara mereka tanpa diceraikan hakim, sebagaimana

pendapat mayoritas ulama’.®®

® Abdul Ghafur Anshor, Hukum Perkawinan Islam(perspektif figh dan hukum positif),
him. 145,

8 Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, ter. Misbah dari “Figh Al-Usrah Al-
Muslimah”, him. 402.
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j. Murtad

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang
suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena
fasakh menurut pendapat mayoritas ulama’. Dituturkan dari Abu Daud
bahwa pernikahan tidak terkena fasakh sebab kemurtadan, karena
menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi
setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu
pendapat mengatakan bahwa serta-merta terjadiperpisahan.Ini adalah
pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga
berakhirnya iddah. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam
sebelum iddah berakhir, maka terjadi perpisahan sgjak hari ia murtad. Ini
adalah madzhab Syafi’i, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Azh-
Zhahiri berdasarkan ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan

sebelum terjadinya persetubuhan.®*

3. Alasan Perceraian
Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan
lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan
keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah

perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Namun hukum membolehkan

% Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, ter. Misbah dari “Figh Al-Usrah Al-
Muslimah”, him. 227.
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suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak

dapat dipertahankan lagi.®

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo

Kompilass Hukum Islam diatur tentang aasan-alasan perceraian yang

dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut

adal ah:

a. Saah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Saah satu pihak melakukan kekgaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Saah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
sertatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan perceraian menurut hukum Positif dapat

dijelaskan secara lebih jelas mengenal hukumnya.

1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma,
juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada
ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat zina, nusyuz

(suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi atau berbuat

¢ Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, him. 181.
% Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rieka Cipta, 1994, him. 308.
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sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga yang rukun
dan damai.®’

Terkait dengan pemabuk, pemadat dan penjudi, relevan di uraikan
pemikiran Khirur Rohim menjelaskan bahwa akhlak merupakan parameter
untuk mengukur tinggi rendahnya dergjat manusia, rasulullah SAW diutus
adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. sebagaimana yang beliau
sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Baihagi dan Imam
hakim yang artinya: “Kemudian baik buruknya akhlak itu tergantung dari
akal. Jika akal itu sadar, sehat maka jalannya perbuatan atau tingkah laku
tidak akan terganggu dan dapat terorganisasi secara baik. Namun, jika akal
itu terganggu, tidak sadar, tidak sehat, maka ia tidak dapat
mempergunakan jalan, melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan
setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi
rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW
pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang artinya,
“Jauhilah khamar (arak) sesungguhnya minuman khamar itu adalah kunci
segala macam kejahatan”.®®

2) Saah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luar kemampuannya

%’ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang, Hukum
Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet, Ke-2, him. 153.

% Khirur Rohim, Pedoman Khutbah Jum’at (Satu Tahun), Bimbingan Muslim Dalam
Menggapai Kebahagiaan Hidup Yang Hakiki Dunia Akhirat, Surabaya: Pustaka Agung Harapan,
2011, him. 168.
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Alasan perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua
tahun berturut-turut tanpaizin pihak lain dan tanpa aasan yang sah, harus
digukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang
menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak
saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini
hanya dapat digukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang
meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap
segan untuk kembali dengan pihak yang ditinggalkan.®

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal
yang lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian
menurut hukum lslam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur
tentang nusyus baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan
hukum perceraian. Suatu contoh nusyus dari pihak suami, yaitu tidak mau
menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedang nusyus dari pihak
istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, istri berjalan bukan
dengan muhrimnya tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping
perbuatan yang senada dan sgienis. Dalam arti luas, nusyus adalah suami
dan istri meninggalkan kewajiban bersama suami istri yang membawa
kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami

istri yang sah menurut hukum yang berlaku.”

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung,
1966, him. 141.
" Sudarson, hukum perkawinan nasional, him. 136.
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3) Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya
Daam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang
mengatur tentang hukuman penjara atau hukum berat lainnya sebagai
alasan hukum perceraian. Namun Implikasi negatif dari hukum penjara
dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian,
misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman atau hukuman berat
lainnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
Sedlain itu, perilaku yang sangat buruk sebagai refleksi dari hukum penjara
atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga dapat
menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Sedemikian
buruknya perilaku suami atau istri tersebut (yang terefleksi dari hukuman
penjara atau hukuman berat lainnya), menimbulkan perasaan ragu atau
cemas akan berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau
istri yang bersangkutan.”
4) Salah satu pihak melakukan kekegiaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain
Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan
dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga
menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi
terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang

membahayakan dalam pergaulan suami istri tersebut, yaitu ta’lik talak.

" Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, him. 37.
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Menurut Muh. Idris Ramulyo, sebagaimana telah dikutip
Muhammad Syaifuddin, dkk ta’lik talak telah lazim diperjanjikan dalam
perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setigp mempelai laki-laki
setelah akad nikah mengucapkan ijab gabul, mengucapkan lagi ikrar ta’lik
talak yang berbunyi antara lain: “...apabila saya (suami)
memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas...maka
jatuhlah talak saya (suami) satu”.”

5) Sadlah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan hukum
perceraian dalam hukum Islam disebut fasakh karena cacat. Cacat disini
adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani
atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun
tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi
perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul.
Fasakh karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak
dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat
tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang
mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.”

Oleh karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau

istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

72 Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, him. 52.
7 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Figih dan Hukum
Positif), him. 143.



menjalankan kewajiban sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No 9 Tahun 1975.
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
sertatidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Hukum Islam menurut Sudarsono, mengatur perceraian dengan
cara talak melalui proses syigag, yang mengajarkan agar suami istri
mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai.
Oleh sebab itu, jika terjadi perselishan tidak semestinya langsung
mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat
mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga
tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian digukan ke
hakim pengadilan. Apabilaistri ditalak syigaq disebut talak ba’in sughro.
Akan tetapi di samping itu sebelum ditangani hakim keluarga, suami
terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasihati istri, jika istri
tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan apabila kedua
cara belum juga terselesaikan, suami dapat memukul dengan batas-batas

kewajaran dan tidak melampavi batas.”

B. Syigaq
1. Arti Syigaq dan Dasar Hukumnya
Menurut Yahya Harahap apa yang dikatakan syigaq telah dirumuskan

daam pasa 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana

4 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, him. 133.
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dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselishan yang tgjam dan terus menerus
antara suami istri.”

Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan syigaq sebagaimana
diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
berbunyi:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri." ™
Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
berbunyi:

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah
mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri".”’

Menurut Sayid Sabiq sebagamana kutipan Abdul Manan
mengkategorikan perceraian karena syigaq ini sebagai perceraian karena
dharar atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam
Malik dan Imam Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar
dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan

hakim agar perkawinan diputus karena perceraian. Adapun bentuk dharar

menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci,

” Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-
undang No. 7 Tahun 1989, him. 265

’® Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, him. 20

"7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, him. 7
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suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istrinya untuk berbuat
mungkar.’®

Dasar hukumnya sebagaimanafirman Allah SWT QS. An-Nisaa’ ayat 35:

-
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal .[QS An-Nisaa’; 4, 35]"°

Ayat 35 Surat An-Nisaa’ merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan
cara-cara memberi pelgaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya.
Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus
memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak,
melainkan mengangkat dua orang hakam yang hendak bertindak sebagai juru

damai &

2. Syigaq dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional
Daam praktik Peradilan Agama, Alasan perceraian sebagai mana tersebut
dalam pasa 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak
selalu disebut syigag. Dikatakan syigaq kalau gugatan perceraian itu dengan

adlasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta: Kencana, 2005, Cet-Ke3, him. 385.

7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him.123

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: Rgjawali Pers, 2010, Cet, Ke-2, him. 188.
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membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan
(broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan
pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan perselisihan dan
pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum
sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syigag.
Dari pengertian tentang syigag sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,
undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah
menetapkan bahwa syigaqg merupakan aasan cera yang digjukan kepada
Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke
Pengadilan Agama segjak awal sudah merupakan perkara syigaq, jadi bukan
perkara lain yang kemudian disyigagkan setelah berlangsungnya pemeriksaan
perkara dam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para
hakim sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.®*

Menurut Yahya Harahap kalau diperhatikan makna syigaq yang
dijelaskan dalam pasa 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989,
pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam QS.
An-Nisaa ayat 35 yang sama maknanya dan hakekatnya dengan apa yang
dirumuskan pada penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf (f)
dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi.

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.®

8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him. 387.
8 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989, him. 6
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Maka menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76, apabila terjadi perkara
perceraian atas dasar alasan yang disebut diatas, tata cara pemeriksaannya
disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya,
sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu
sendiri.®
Keldaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan
mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum. Perkara
penyelesaian atas alasan syigaq merupakan pemeriksaan secara khusus (lex
spesialis) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata.
Oleh karena perceraian karena syigaq ini merupakan perceraian karena adanya
mudharat yang menimpa pihak istri dan pecahnyatali pernikahan, maka hakim
wajib mengonstatir benar tidaknya peristiwa yang digjukan oleh para pihak
yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut, dan akhirnya
memberikan hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak.%*
3. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagai Saksi

Kedudukan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam
pemeriksaan perkara perceraian atas alasan syigqaq, bukan hanya sekedar
memberi keterangan. Kedudukan mereka adalah sebagal saksi. Sebagaimana
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 1.
”Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang—orang yang dekat kepada suami istri”.%

8 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-
undang No. 7 Tahun 1989, him. 265.

8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him. 386.

$Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, him. 20
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Jadi bukan sekedar memberi keterangan melainkan menjadi saksi. Mereka
didudukkan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formil keluarga
dalam memberi keterangan harus disumpah.®

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2).
“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

mengengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri

itu”.

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut, mengharuskan
kepada hakim yang memeriksa perkara syigaq tersebut untuk mendengarkan
dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu.
Jikaternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan
ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak

yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan

mereka.

4. Arti Hakam dan Kewenangannya
Hakam artinya juru damai. Jadi, hakamain adalah juru damai yang
dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselishan antara

keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan sigpa yang salah di

% Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-
undang No. 7 Tahun 1989, him. 269.
¥ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, him. 7
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antar kedua suami istri tersebut®. Sebagaimana firman Allah SWT QS An-

Nisaa’ ayat 35:
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Artinya Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal. [QS An-Nisaa’; 4, 35]%

Mayoritas para ulama’ ahli figh sepakat, sebagaimana kutipan M.A.
Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa hakam itu dikirimkan dari keluarga suami
dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri,
kecuali dari keduanya tidak ada yang pantas menjadi juru damai, maka dapat
dikirim orang lain yang bukan keluarga suami istri.*

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2) hakam
tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat
hakam dari pihak lain. Adapun tujuan penunjukan hakam adalah membentuk
juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan
kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoakan siapa yang ditunjuk untuk
menjadi hakam itu. Tentang jumlah hakam yang ideal, UU Nomor 7 Tahun

1989 pasal 76 ayat (2) tidak menentukan secara rinci hanya menyebut seorang

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him.
189.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, him.123.

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him.
193
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atau lebih dari masing-masing keluarga suami istri atau boleh juga orang lain

ditunjuk untuk menjadi hakam.

Adapun kewenangan hakam dalam perkara syigaq dalam perkara syigaq
terdapat beberapa pandangan.®*

a) Hakam adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan
harus seizin suami istri masing-masing, hakam sama sekali tidak
mempunyai wewenang menceraikan mereka.

b) Hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan
bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Para ahli figh berbeda pendapat tentang arti hakam yang disebut pada
ayat 35 surat An-Nisa’ di atas. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah,
sebagian pengikut Imam Hambali, dan gaul gadim dari Imam Syafi’i,
sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari
Sahrani, hakam itu berarti wakil. Dengan demikian, hakam tidak boleh
menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak
suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu’
sebelum mendapatkan ijin suami. Sedangkan menurut pendapat yang kedua
menurut Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hambali dan gaul jadid dari
Imam Syai’i, sebagaimana pendapat tersebut juga telah dikutip oleh M.A.
Tihami dan Sohari Sahrani, hakamain itu sebagai hakim sehingga boleh

memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan

' Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him. 392
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suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan
perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.*

Menurut pendapat yang pertama di atas tersebut, pihak yang mengangkat
hakam itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada surat
An-Nisa’ ayat 35. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pihak yang
mengangkat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas
ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri,
urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi
wewenang untuk mengadili perkara tersebut.®

Dalam putusan Nomor 18K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah
Syari'ah membenarkan putusan Mahkamah Syari'ah Provins Aceh dalam
perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor 3/1978
tangga 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Syari'ah berpendapat bahwa acara
syigagq yang terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisad itu tidak mutlak harus
dijalankan, setelah mendengarkan orang tua para pihak dan orang lain yang
dekat dengan para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak,
Pengadilanlah yang memutus perkara tersebut, bukan hakam yang ditunjuk.

Fungsi hakam hanya terbatas pada upaya mendamaikan sgja.*

% M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, him.
189.

% glamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999,
him.190.

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
him. 393
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C. Verstek
1. Pengertian Verstek
Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi
beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang
memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya
penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan tentang verstek
tidak |epas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1).°
Pasal 124 HIR.
“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu,
meskipun di dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain
menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan
penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan
gugatannya sekali lagi, setelah membayar lebih dahulu biaya perkara yang
tersebut tadi”.*®
Kemudian pasal 125 ayat (1).
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan
patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau
nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan.”’
Menurut R. Soepomo Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak
hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Verstek itu hanya dapat
dinyatakan, jikalau penggugat atau tergugat tidak datang pada hari sidang

pertama. Jika pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikut tidak

* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-Ke 9, 2009,
him. 381-382.

% http://eodb.ekon.go.id/downl oad/peraturan/lainlain/lainlain/HIR, him. 20, diakses pada
tanggal 17 Juni2016 pukul 08.50

% http://eodb.ekon.go.id/downl oad/peraturan/lainlain/lainlain/HIR, him. 20, diakses pada
tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50




datang, makatidak dapat akan dapat diambil keputusan verstek, bahkan perkara
akan terus diperiksa dengan acara biasa, yaitu sebagai perkara contadictoire .8
Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, jo pasal 78 rv, Mengatur verstek
terhadap tergugat, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar
hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:
a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang
ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason)
b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang beris
diktum:
1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak
mempunyai dasar hukum.
Memperhatikan penjelasan diatas, pengertian teknis verstek ialah pemberian
wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun
tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan
demikian putusan dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak
yang tidak hadir. Dalam common law, dikatakan, default judgment dapat
dilakukan hakim apabila “the defendant did not answer or appear and a default
judgment was entered”. Jadi, apabila “the defendant failed to plead or answer
or failed to appear”. Maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan verstek.

Sebaliknya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh

% R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita,
Cet, Ke-13, 1994, him. 33-34.
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dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak
kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.*

Menurut hukum acara Peradilan Islam, prinsip mendatangkan para
pihak yang berperkara itu hadir dalam persidangan dalam ha ini dapat

dipahami dari hadist Rasulullah SAW;
PN a6 0oy S s 131y Ly alle B Lo 0 Jgey J6 2 06 e e
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Artinya: Dari Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Apabila dua
orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau
menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar
perkataan orang yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui
bagaimana engkau musti menghukum. Ali berkata: Maka tetap saya
jadi hakim (yang layak) sesudah itu.’®
Daam memutus suatu perkara diantara kedua belah pihak dalam hadist di atas
menganjurkan agar tidak memutus hanya dengan mendengarkan keterangan
satu pihak melainkan harus pula mendengarkan keterangan pihak lain.
Memperhatikan akibat buruk yang terjadi, yaitu apabila keabsahan proses
pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-
undang perlu mengantisipasinya melalui pemeriksaan acara verstek.
Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas
kehadiran tergugat di persidangan. Apabila kehadiran itu tanpa aasan yang sah

(unreasonable default), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir

(verstek). Meskipun penerapan-penerapan verstek tidak imperatif, namun

% M. Y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 382.
190 A Hasan, Terjemahan Bulughul Maram, him.639.
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pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan
perkara. Memang acara verstek ini sangat merugikan kepentingan tergugat,
karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatunkan. Akan tetapi
kerugian itu wajar ditimpakan pada tergugat disebabkan sikap dan

perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara. '™

2. Dasar Hukum dan Syarat Acara Verstek
Dalam berbaga kitab figh Islam, memutus dengan verstek
diperkenankan berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori

dan Imam Muslim.
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Artinya Dari Aisyah berkata: Hindun bin Utbah suami Abu Sufyan.
Mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata: Waha Rasulullah
sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir tidak
memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku kecuali aku
mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa.
Kemudian Rasulullah menjawab. Ambilah hartanya secukupnya dan
sesuatu yang mencukupimu berserta anakmu. (HR. Bukhari dan
Muslim).

101\, Y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 383
1% Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali Al-Khurasani Al-Nasai’i, Kitab Adab Al-Qadah,
Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, V111, him. 246
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Hadist diatas menjelaskan tentang perkara gugatan yang dilakukan oleh
Hindun yang meminta kepada nabi. Putusan yang diambil nabi kepada Hindun
ini tanpa dihadiri oleh suaminya yang ketika itu Abu Sufyan, hal ini dijadikan
landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat.'®

Memang dalam hukum Positif putusan verstek diatur dalam 125-129
HIR, 196-197 HIR, pasal 148-153 Rbg, pasa 207-208 Rbg, UU No0.20 Tahun
1747 dan SEMA No. 7/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah
memenuhi syarat-Syarat sebagal berikut:
a. Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut.
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain

sertatidak pula bahwa kehadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan.
d. Penggugat hadir di persidangan.
e. Penggugat mohon putusan.'®*

Mengenai syarat pemanggilan para pihak, harus tunduk kepada tata cara
yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975
jo, pasal 390 HIR atau pasa 718 RBG. Tata cara pemanggilan yang diatur

dalam ketentuan dimaksud harus dipedomani juru sita dalam melaksanakan

pemanggilan agar panggilan dapat benar-benar disebut "patut” dan "waar"”,

1% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

him. 212-213.
104 sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada
media Group, 2005, him. 156.



58

Agar lebih jelas memahami apa yang dimaksud mengenai pemanggilan yang
patut dan resmi, akan dijelaskan dengan singkat: ®
a. Panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut

Tentang hal itu sudah disinggung sesuai ketentuan pasal 122 HIR atau pasal

146 RBG. Jika pemanggilan dilakukan secara normal, dimana tempat

kediaman tergugat atau termohon diketahui, jangka waktu antara

penyampaian panggilan dengan penetapan tanggal hari sidang, paling
kurang 3 hari. Batas tenggang yang demikian telah didefinitipkan dalam PP

No 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 3.

b. Panggilan harus dilakukan secara resmi

Secara rinci dalam pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Khusus untuk acara

perceraian, aturan umum yang diatur dalam HIR dan RBG, di tambah pasal

26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975.

1) Aturan pokok: panggilan langsung kepada pribadi di tempat kediaman
orang yang dipanggil. Dalam aturan pokok ini terkandung dua unsur
yang tidak boleh diabaikan juru sita:

a) Langsung kepada pribadi orang yang dipanggil dan
b) Langsung disampaikan di tempat kediaman orang yang dipanggil.

Jadi kalau tempat kediaman di ketahui, panggilan harus langsung
disampaikan dengan cara, juru sita mendatangi sendiri tempat kediaman

orang yang dipanggil .

195 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him.245-246.
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2) Aturan tambahan: panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang
yang dipanggil dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang
ditentukan undang-undang.

a) Panggilan disampaikan melalui lurah (kepala desa) dengan syarat

orang yang dipanggil tidak di jumpal di tempat kediaman. K ebolehan
juru sita menyampaikan panggilan melaui lurah, bukan ketentuan
umum atau ketentuan pokok.
Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui lurah, bukan
ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan tersebut adalah
aturan tambahan dalam keadaan apabila juru sita tidak menjumpal
orang yang dipanggil di kediamannya. Oleh karena itu, praktek yang
dilakukan juru sita yang menyampaikan panggilan melalui lurah
sebelum dia berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang
dipanggil. Di samping itu, sekiranya panggilan disampaikan melalui
lurah, juru sita harus memberi penjelasan agar panggilan segera
diteruskan kepada orang tang dipanggil. Hal itu penting ditegaskan
juru sita kepada lurah, untuk menghindari agar panggilan jangan
sampai melampaui tenggang waktu yang patut.

b) Panggilan umum melalui bupati atau walikota apabila tempat
kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui.

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui, juru
sita dibenarkan melakukan pemanggilan umum melalui Bupati atau

Wali Kota



60

Khusus untuk perkara perceraian, panggilan umum disebut dalam pasal

390 ayat (2) HIR atau pasal 718 ayat (2) RBG diubah dan “dimodifikasi” ke

arah yang lebih dinamik realistik oleh pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dengan

tata cara:'®

a. Menempel surat gugatan pada papan pengumuman di pengadilan yang
bersangkutan.

b. Kemudian mengumumkan pengumuman melalui satu atau beberapa surat
kabar atau mass medialain.

c. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang
waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua.

d. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan penetapan hari sidang
sekurang-kurangnya 3 bulan.

e. Apabila Tergugat tidak memenuhi panggilan, gugatan dapat dikabulkan,
kecuali gugatan tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

f. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Rl setempat apabila Tergugat

(orang yang dipanggil /bertempat kediaman di luar negeri).

196 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 246.
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PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR

0295/Pdt.G/2015/PA.SAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga
1. Sgarah Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini
embrionya sudah ada sgjak agama Islam masuk ke Indonesia. Peradilan
Agama di Indonesia bermula dari Peradilan Syari’ah Islam yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kergaan-keragjaan
Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dan selanjutnya
pada tahun 1882, oleh pemerintah kolonia Belanda diakui menjadi
pengadilan negara yang terus berlanjut sampai sekarang.'®’

Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan
kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten
Semarang, kemudian memperoleh bentuk yang kongkrit setelah kergjaan
Isam di Mataram berdiri. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah
Kabupaten Semarang, apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan
perkaranya melalui Hakim yang diangkat oleh Sultan atau Raa yang
kekuasaannya merupakan tauliah dari waliyul amri yakni penguasa tertinggi.
Qodli (hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama yang ahli di
bidang agama Islam. Kantor Pengadilan Agama Salatiga saat itu masih

menggunakan serambi Magid Kauman Salatiga yang sekarang namanya

97 Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Y ogyakarta:
Pustaka Pelgjar, 2012, him. 47.
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menjadi magjid AL-ATIQ Kauman Salatiga di J. Kyai Wahid Hasyim
Sdlatiga'®

K etika penjajahan Belanda masuk ke Pulau Jawa khususnya di Salatiga,
Jawa Tengah, dijumpai masyarakat Saatiga telah berkehidupan dan
menjalankan syariat 1slam, demikian pula dalam bidang peradilan, umat Islam
Salatiga dalam menyel esaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada
para Hakim, sehingga sulit bagi Belanda untuk menghilangkan atau
menghapus kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial
Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah
daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka
kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 sebagai
landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang
peradilan yaitu berdirinya Rolad Agama, di samping itu pemerintah Kolonial
Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam Staatsblad
Tahun 1820 Nomor 22 yang menyatakan bahwa perselishan mengenai
pembagian warisan dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim
ulama Islam. Sgarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai
tahun1940, kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid
Kauman Salatiga dengan ketua dan hakim anggotanya diambil dari alumnus
pondok pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu empat orang, yaitu Kyai
Salim sebagai Ketua dan Kyai Abdul Mukti sebagai Hakim Anggota dan Sdiq

sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang Pesuruh. Wilayah

1% http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016

pukul 08.45.
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hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Dati |1 Salatiga dan Dati I
Semarang terdiri dari 13 Kecamatan. Adapun perkara yang ditangani dan
diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cera
gugat. Pada waktu penjgjahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga
masih belum ada perubahan yang berarti yaitu tahun 1942 sampal
dengan1945. Karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang
diharapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua serta stafnya masih juga
samalog

Setelah Indonesia merdekatanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama
Salatiga berjaan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 ketua
Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh Kyai Irsyam dan dibantu tujuh
pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid AL-
ATIQ Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Magjid sebagal
kantor. Pegawal Pengadilan Agama Salatiga berusaha mencari kantor sendiri
dengan mengajukan permohonan kepada KODIM Salatiga yang saat itu
KODIM menguasai bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda
Oleh KODIM diberi ijin, namun harus mengurus sertifikatnya, maka pada
tahun 1951 Pengadilan Agama Saatiga berkantor di J. Diponegoro 72
Salatiga. Kemudian pada tahun 1952 ketua dijabat oleh Kyai Moh. Muslih,
pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh K.H. Musyafak pada tahun 1967 Ketua

dijabat oleh Kyai Sa’dullah, semuanya adalah alumnus pondok pesantren.

199 http://www. pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.




Pada tahun 1952 Ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh Kyai
Muslih sebagai Ketua karena Kyai Irsyam ditahan bersama Ulama-ulama
yang lain oleh tentara 462 Batalion Kudus yang pada waktu itu mengadakan
pemberontakan. Pada waktu Ketua dijabat oleh Drs. Imron dan dibantu oleh
staf dan sebagai Panitera yaitu M. Bilal, sertifikat Kantor Pengadilan Agama
Salatiga diurus kembali ke Jakarta akhirnya berhasil, dan terbitlah sertifikat
Kantor Pengadilan Agama Saatiga tersebut yaitu pemberian hak dari
Pemerintah kepada Departemen Agama. Pengadilan Agama Salatiga tanggal
1 Januari 1950 dengan status hukum sebagai hak pakai dengan sertifikat No.
4485507 tanggal 8 Maret 1979 dengan ganti rugi sebesar Rp775.665,00
(tujuh ratus tujuh puluh limaribu enam ratus enam puluh lima rupiah).**°

Segjak diundangkan dan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970
pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Pengadilan Agama
semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat
Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-
undang yang mengatur tentang keluarga musim. Melalui proses
kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama
dan umat Islam Salatiga juga ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-
undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang No. 1 Tahun
1974 yang diundangkan padatanggal 2 Januari 1974.

Setelah secara efektif Undang-undang perkawinan berlaku yaitu dengan

terbitnya peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama

"0 http://www.pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.




65

Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya,
namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang
harus ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Salatiga banyak
perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik
yaitu perkara cerai talak disamping cerai gugat dan juga banyak masuk
perkara isbat nikah (pengesahan nikah) sehingga terasa sekali Pengadilan
Agama Salatiga kekurangan persona atau pegawai. Untuk mengatasi hal itu
Pengadilan Agama Salatiga merekrut tenaga honorer. Untuk mengatas
penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga yang
wilayahnya sangat luas, yaitu meliputi Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Daerah
Tingkat Il Semarang, Maka melalui SK Menteri Agama No. 95 Tahun 1982
tanggal 2 Oktober 1982 jo. KMA No.76 1983 tanggal 10 Nopember 1983
berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan
wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari ketua Pengadilan
Agama Salatiga Drs. Ahmad Ahrori. Adapun wilayah hukum Pengadilan
Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Daerah Tingkat 1| Semarang. Dan
wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13
K ecamatan yaitu: ***

a. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat |1 Salatiga ada 4 Kecamatan, yaitu

meliputi :
1) Kecamatan Sidorejo

2) Kecamatan Sidomukti

11 http://www. pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016

pukul 08.45.
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3) Kecamatan Argomulyo
4) Kecamatan Tingkir
b. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat || Kabupaten Semarang ada 9
kecamatan, meliputi:
1) Kecamatan Bringin
2) Kecamatan Susukan
3) Kecamatan Tuntang
4) Kecamatan Getasan
5) Kecamatan Tengaran
6) Kecamatan Suruh
7) Kecamatan Pabelan
8) Kecamatan Bancak
9) Kecamatan Kaliwungu

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani dan
menyelesailkan perkara yang masuk masih sangat sederhana. Untuk
mel aksanakan pemanggilan kepada para pihak diangkatlah Juru Panggil (Juru
Sita).

Sgjak diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 posis
Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat. Pengadilan Agama berwenang
menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melaui Pengadilan
Negeri.'*? Setelah melihat tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta

pengertian makna kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan

12 http://www.pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45
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kekuasaan kehakiman, sebagaimana penegasan asas kebebasan yang diatur
dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dalam Undang-undang ini, terdapat tiga pasal
yang menegaskan asas kebebasan hakim dalam melaksanakan fungs
kewenangan kekusaan. Tampaknya asas kebebasan tersebut dalam Undang-
undang ini tidak secara kuhsus diatur dalam satu pasal tertentu. Tetapi
perumusannya sekaligus dikaitkan dengan fungsi “pengawasan” dan
“pembinaan”. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna
terpancangnya asas kebebasan dalam UU No.7 Tahun 1989, sebagai
pengejawantahan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
UUD 1945 pasa 24 dan UU No 14 Tahun 1970 pasal 14. Oleh karena itu,
penegasan asas kebebasan yang terdapat dalam ketiga pasal UU No. 7 Tahun
1989, hanya ulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang
mel aksanakan dan memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan
pengawasan dan pembinaan, Undang-undang ini menekankan dan
memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan
pembinaan, tidak melanggar asas kebebasan hakim. Silahkan melaksanakan
pengawasan dan pembinaan. Tetapi dalam melaksanakan fungs tersebut,
“tidak boleh mengurangi” kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara. Dengan demikian “hak imunitas” peradilan (judicial immunity right)
tidak boleh dilanggar dan dikurangi.

Menurut M.Yahya Harahap penegasan asas kebebasan dihubungkan
dengan fungsi pengawasan dan pembinaan seperti diatur dalam pasa 5, 12

dan pasal 53 UU Nomor 7 tahun 1989. Penegasan asas kebebasan hakim
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dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasa 5, dikaitkan

dengan fungsi Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Sebagaimana yang

diatur dalam pasal ini:**

- pembinaan “teknis” Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung
(ayat (1)).

- pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri
Agama (ayat (2)).

- fungsi pembinaan tidak boleh “mengurangi” kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara (ayat (3)).

Secara bertahap namun pasti semenjak peradilan agama berada dalam
satu atap bersama dibawah naungan Mahkamah Agung, secara administras
Pengadilan Agama Salatiga mulai mendapat perhatian, salah satunya dengan
pembangunan gedung baru, kantor Pengadilan Agama Salatiga yang semula
berada J. Diponegoro No. 72 Salatiga hanya berkantor sampa dengan
tanggal 30 April 2009 karena sgak pada tangga 1 Me 2009 kantor
Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru di J. Lingkar Selatan,
Argomulyo, Kota Sdatiga Kemudian kantor lama digunakan sebagai
penyimpanan arsip-arsip dan rumah dinas ketua, wakil ketua, para hakim dan
pegawal lainnya.

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sadatiga (sgak berdirinya
sampal dengan sekarang):

a. Tahun 1949 - 1952 : K. Irsyam
b. Tahun 1953 - 1962 : KH. Muslih

c. Tahun 1963 - 1966 : KH. Musyafak

' M.Y ahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 63.
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d. Tahun 1967 - 1974 : K. Sadullah

e. Tahun 1975 - 1980 : Drs. H. Imron

f. Tahun 1981 - 1985 : Drs. H. A. Samsudi Anwar

g. Tahun 1986 - 1988 : Drs. H. Ali Muhson, MH

h. Tahun 1989 - 1993 : Drs. H. Nuh Muslim

i. Tahun 1994 - 1998 : Drs. H. A. Fadli Sumadi, SH. M.Hum
j. Tahun 1999 - 2002 : Drs. H. 1zzudin Mahbub, SH

k. Tahun 2002 - 2004 : Drs. H. Arifin Bustam, MH

[. Tahun 2004 - 2005 : Drs. H M. Fauzi Humaidi, SH. MH
m. Tahun 2006 - 2008 : Drs. H. Ahmad Ahrory, SH

n. Tahun 2009 - 2011 : Drs. H. Masruhan MS, SH. MH

0. Tahun 2011 - Sekarang: Drs. H. Umar Muchlis

Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga

Visi:
Mewujudkan Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat, dan
berwibawa.

Misi :

a. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati
nurani.

b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari

campur tangan pihak lain.



70

c. Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat
sehinggatercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia aparat peradilan
sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesiona
dan proporsional.

e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat
dalam melaksanakan tugas.™**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TAHUN 2016
1. Pimpinan
Ketua : Drs. H. Umar Mukhlis
Weakil Ketua : Drs. Muhdi Kholil, SH, M.A., M.M

Panitera/ Sekretaris : Fgjar Syaefulloh, S.H
2. Tenaga Fungsional

Para Hakim yaitu:

a. Drs. Jaenuri, M.H

b. Drs.M. Muslih

c. Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H

d. Drs. Moch. Rusdi.
3. Kepaniteraan/K esekretariatan

a. Panitra Sekretaris di bantu:

1) Wakil Panitera : Dra. Farkhah

" http://www.pa-sal atiga.go.id/profil -pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45
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2) PaniteraMuda Gugatan : Drs. Imron Mastuti, S.H

3) Panitera Muda Permohonan: Handayani, S.H

4) PaniteraMuda Hukum : Mu’asyarotul A, S.H

5) Panitera Pengganti: Hj. Wasilatun, S.H, Imam Y asykur, B.A,
Mujahidah, SH, Dra. Hj. Siti Zulaiakah

6) Jurusita/ Jurusita Pengganti : khalim Mudrik. M, S.Sy,
M.Nawal Anngji, Danang Prasetyo N, Ruly Arista W, S.kom

b. Sekretarisdi bantu:
1) Wakil Sekretaris : H.M.N. Agus Achmadi, S.H
2) Kasubag Kepegawaian : Amiratul Hidayah, S.H.I

3) Kasubag Keuangan ~ : Khalim Mudrik M, S.Sy S.H*®

2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga

Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang digjukan kepadanya '
Sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-lslam-an yakni yang dapat
ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka

17 Pengadilan Agama yang dulunya dibawah payung

yang beragama Islam.
Departemen Agama sekarang sudah berubah sesuai dengan Undang-undang yang
baru. Pengadilan Agama sekarang menjadi satu atap dengan Pengadilan Negeri,

Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di bawah naungan

5 http://www.pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

® Mukti Arto, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan |ndonesia, him. 41.

7' M. Yahya Harahap, S.H, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, him.
100.
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Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan pengadilan Agama terdiri
dari dua macam yaitu kewenangan absolut dan kewenangan rel atif:
1. Kewenangan Absolut
Kewenangan Pengadilan Agama yang berdasarkan atas materi hukum,
dengan kata lain kewenangan yang menyangkut kekuasaan untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yaitu orang-orang yang
beragama Islam.**® Mengenai kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama
Salatiga mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun
2006 dalam bidang: **°
a Perkawinan.
b. Waris.
c. Wasiat.
d. Hibah.
e. Wakaf.
f. Zakat.
g. Infag.
h. Shadagah dan

i. Ekonomi Syariah.

18 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000, him. 220.
19 penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
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Kemudian pengaturan lebih lanjut dalam bidang perkawinan antara lain

120

a. lzin beristri lebih dari seseorang (poligami).

b.

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun,
gadam ha orang tua, atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada
perbedaan pendapat.

Dispensasi nikah.

Pencegahan perkawinan.

Penolakan perkawinan oleh Pegawal Pencatat Nikah (PPN).

Pembatal an perkawinan.

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.

Perceraian karena tal ak.

. Gugatan perceraian.

. Penyelesaian harta bersama.

Penguasaan anak-anak.

. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak

yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

.Penentuan kewagjiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

Pencabutan kekuasaan wali.

12 penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
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Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut.

Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur
18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

Pembebanan kewagjiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di
bawah kekuasaannya.

Penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan
hukum Islam.

Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran.

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut
peraturan yang lain.

Sedangkan dalam bidang Ekonomi Syari’ah yakni kegiatan di bidang

ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari’ah, menangani

sengketa dalam masalah:

a. Bank Syari’ah.

b.

C.

Lembaga keuangan Micro Syari’ah.

Asuransi Syari’ah.

Reasuransi Syari’ah.

Reksadana Syari’ah.

Obligasi dan surat berharga menengah Syari’ah.

Sekuritas Syari’ah.
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h. Pembiayaan Syari’ah.

i. Pegadaian Syari’ah.

j. Danapensiun Lembaga Keuangan Syariah.
k. Bisnis Syariah.'*

Kewenangan Rel atif

Kekuasaan relatif diartikan sebagal kekuasaan Pengadilan yang satu
jenis dan satu tingkat, dengan perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan
yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan
Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo.

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworgo satu
jenis, sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan
tingkat pertama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.*?

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau
ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau
kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau
dikatakan mempunyai “yurisdiks relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu

kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai

pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiks relatif ini

12! penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.
122 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, him. 3.
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mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana
orang akan mengaukan perkaranya dan dengan sehubungan hak eksepsi
tergugat.'?®
Prosedur permohonan perceraian dan gugatan pada prinsipnya sama,
diproses kepaniteraan permohonan, dengan kewenangan absolutnya setiap
pengadilan agama menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang
digjukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970).
a Prosedur Cerai Talak
Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak yang
berperkara cerai talak. **

1) Pihak yang berkepentingan (pemohon) cerai talak mengajukan
permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama (HIR
pasal 118, RBG. pasa 142. permohonan tersebut dilakukan kepada
Pengadilan Agama.

2) Membayar uang muka biaya perkara (KMA 162/1980 jo. Pasal 89.
90UU No. 7 Tahun 1989).

3) Permohonan atau wakilnya, termohon atau wakilnya menghadiri sidang
pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasall2l, 124,
dan 125).

4) Pada sidang pertama pemeriksaan, hakim berusaha mendamaikan kedua

belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian

12 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 1990,
him. 25-26.
124 Observasi, PA. Salatiga.
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dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (UU No. 7 Tahun1989
pasal 92).

5) Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian
ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk
menghadap sidang jika dalam tenggang waktu 6 bulan sgjak ditetapkan
sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak melaksanakan
penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum tersebut dan
perceraian tidak dapat digjukan lagi berdasarkan alasan yang sama. (UU
No. 7 Tahun 1989- pasa 70)

6) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

7) Berkewgjiban memberikan akta surat bukti cerai kepada para pihak
selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada para
pihak.

8) Selambat-lambatnya 30 hari dikirimkan 1 salinan putusan yang
dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama kepada Pegawal Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan
termohon atau tempat dilangsungkan perkawinan atau perkawinan
mereka di catat. Adapun proses penyelesaian perkara ceral talak sebagai
berikut :

a) Pemohon atau wakilnya datang menghadap Pengadilan Agama.
b) Pemohon dan Termohon di pengadilan untuk menghadiri sidang

pemeriksaan.
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c) Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara
sebelum diputus.

d) Bila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pengadilan menunjukkan hari sidang
penyaksian ikrar talak pemohon.

€) Pengadilan memanggil pemohon dan termohon (suami dan isteri)
untuk melaksanakan ikrar talak.

f) Panitera menerbitkan Akta Ceral sebagai bukti kedua belah telah
resmi bercerai.

b. Prosedur cerai gugat
Pada dasarnya prosedur cerai gugat sama dengan cerai talak, dimana
langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut; %

1) Para pihak mengagukan gugatan secara lisan atau tulisan kepada
Pengadilan Agama yang berwenang (HIR pasal 118, RBg. Pasal 142).

2) Membayar uang muka perkara (KMA 162/1988 pasal 89 dan 90).

3) Penggugat atau wakilnya dan terugat atau wakilnya menghadiri sidang
pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. (HIR pasal
121,124dan 125).

4) Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama

perkara belum putus.

125 http://www.pa-sal atiga.go.id/profil-pa diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45
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5) Bila gugatan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, panitera menerbitkan Akta Cerai sebagai surat bukti

ceral.

B. Deskripsi Putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL
Dalan pekara Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No
0295/2015/Pdt.G/PA.SAL bahwa syigaq karena pebedan madzhab sebagai alasan
perceraian dengan kasus sebagai berikut:
1. ldentitas para pihak dalam perkara gugatan

a. Penggugat: UM bin MA umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga.

b. Tergugat: SJ bin JS umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan eksportir,
pendidikan SMA, tempat kediaman Kota Salatiga

2. Posita atau duduk perkara
Padatangga 09 Maret 2015 penggugat mendaftarkan surat gugatannya di
kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA. SAL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 penggugat
dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawal
pencatat nikah urusan agama K ecamatan Sidorejo Kota Salatiga

b. Setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat di rumah orang tua
penggugat di Salatiga, kemudian pindah di Swedia, kemudian pindah lagi ke
Jakarta, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Salatiga

selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah
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hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan ikut

penggugat.

c. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan
harmonis, namun sgjak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga mulai
goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

1) Perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab Sunni
sedangkan tergugat bermadzhab Syiah.

2) Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan
Penggugat tidak memperbol ehkannya.

3) Tergugat seringkali menyatakan akan menceraikan Penggugat.

4) Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat
berpisah rumah yakni tergugat bertempat tinggal di rumah milik
Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya
dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.

5) Selama berpisah, tergugat tidak pernah memperdulikan atau mengurusi
Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat dan anaknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua
Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Menjatuhkan talak ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
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c. Membebankan biaya kepada Penggugat.
Subsider
Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Pada
hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Penggugat datang sendiri
menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa
alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun
menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat
telah di panggil secara sah dan patut. Selanjutnya bahwa tergugat tidak hadir,
maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat
gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.
3. Pembuktian
Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena
pembuktian berkaitan dengankemampuan menyusun kejadian atau peristiwa
masa lalu.*?® Untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah
mengaj ukan bukti-bukti surat berupa:
Surat-surat
a. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor:xxx yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan oleh catatan sipil kota Salatiga, buku surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh KetuaMajlis diberi tanda (p.1)
b. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor:xxx yang dikeluarkan dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sidorgjo, Kota Saatiga buku tersebut telah

%6 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 496.
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diberi matera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

sesual lalu oleh Ketua Mgjlis diberikan tanda (p.2).

Saksi-saksi:

a. Saks 1 umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman
di kota Salatiga bahwa saks adalah sebagai kakak ipar Penggugat.

b. Saks 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di
kabupaten Semarang, bahwa saksi sebagai bibi Penggugat.

Dari kedua saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan
menyampaikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada
tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak.

b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua penggugat selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri.

c. Pada mulanya rumah tangga rukun sgja, namun sgjak bulan Maret 2012
telah terjadi perselishan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat
bermadzhab Syiah dan Penggugat bermadzhab Sunni dan Tergugat
sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya
pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal.

d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama 2

tahun 9 bulan lamanya sampai sekarang.
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Mengenai keterangan alat bukti tersebut, selanjutnya pihak yang
berperkara menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya
yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugat
menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar Pengadilan
Agama Salatiga menjatuhkan putusannya.

4. Tentang pertimbangan hukumnya

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan.
Pertimbangan hukum berisi analisi, argumentasi, pendapat atau kesimpulan
hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. **’

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
terural diatas:
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.1 dan pengakuan Tergugat, telah
terbukti bahwa kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum
Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan
Agama Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 20009.
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti
p.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam
perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (ba’da duhul) dan telah
dikarunia 1 (satu) orang anak.
Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun segjak

127y ahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 809



bulan maret 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai
goyah disebabkan perbedaan paham Penggugat bermdzhab sunni sedang
tergugat bermadzhab syiah dan Tergugat sering akan mencerai Penggugat,
akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun
9 (sembilan) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasa 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Magjelis Hakim perlu mendengarkan
keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan
Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dari pihak
keluarga tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan
sebagaimana satu dengan lainnya yang saling bersesuaian adalah sebagai
berikut. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 juni
2003 yang lalu sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor
141/15/V1/2003 tanggal 17 juni Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad nikah
tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak, serta belum pernah bercerai.
Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun sgja, namun sejak bulan maret
Tahun 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan
perbedaan paham Penggugat sunni tergugat syiah dan Tergugat sering
mengatakan ingin mencerai Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan

Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.
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Bahwa penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga
Kini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Putusan

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir.

a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan ver stek.

b. Menjatuhkan talak satu bhain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Saatiga untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

d. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sgumlah Rp.
271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tangga 09 April 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah oleh Dra.M.
SYAIFUDDIN ZUHRI, SH. sebagai Ketua Maelis, Drs. MOCH. RUSDI dan
Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Mgelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM YASYKUR.

BA, sebaga Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan putusan
Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL Tentang Syigaq Karena Perbedaan

Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Verstek
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Dari dasar hukum yang dipakai oleh Majlis Hakim, bahwa maksud dan
tujuan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatnnya.
Mengenai putusan ini, tentunya Magelis Hakim tidak terlepas oleh ketentuan
Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melalui
pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum
Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah
sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majlis berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat saling terjadi perselishan dan pertengkaran terus
menerus dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana
di kehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasa 3 KHI yaitu
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan keka berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawadah dan rahmah seperti yang dimaksud QS. Ar-Rum ayat 21 tidak dapat

terwujud.

Cﬁ,,ﬁ:/{/f TR PRSP S TSP IR ST SV S P ST P
Ao 9 8094 (’_42.‘._4.‘ J’-"} L@._:J/l ‘M Q'})‘ M‘wﬁ&p ol c_f\.:\‘_.g‘; Be3)
D) 09 5az o5a) s 35 )

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [ QS. Ar-Rum; 30, 21]*%®

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majlis Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2)

128 Depatemen Agama, RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, him. 406
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UU Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
di atur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasa 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum
Isam pasal 116 (f) sehingga Mgelis Hakim harus menjatuhkan talak dari
Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalam ketentuan dalam kitab

Fighus Sunnah 11: 290.

-

fys e gllay G 1Y) OS5 Q‘fjs\ Solpel o) ama) Gy U sWlages xS 136

230 il il g C;L; Y1 e colE) sy Lblial (g 5
Artinya. Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan
hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah
tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat

mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami
terhadap istrinya dengan talak satu bhain**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan
Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 UU Nomor 1 Tahun
1974 jo, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI,
maka sesual dengan pasal 119 angka (2) huruf ¢ KHI gugatan Penggugat tersebut
patut di kabulkan dengan dijatuhkannya talak bhain sughro Tergugat kepada
Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR).

Adapun dari duduk perkara di atas, yang telah ada di dalam putusan dengan
hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Anggota bapak Drs.
MOCH. RUSDI, menjelaskan secara terperinci dari pertanyaan atas jawaban yang

penulis tanyakan:**°

129 sayyid Sabig, Figh Sunnah ter. Nor Hassanuddin, dkk. dari “Figh Sunnah”, him.290.
3% Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. MOCH. RUSDI, pada
tanggal 10 juni 2016 pukul 09.00 — 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga
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1. Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga Penggugat sgja. Apalagi
putusan ini berupa verstek yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu
membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong.
Sebagaimana pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku hakim anggota,
berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa,
putusan verstek tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak
melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat
dijatunkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan,
maka tetap dibebani adanya pembuktian. Jikalau Pun seandainya dari
pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah

saksi.

2. Mengenai Hakam di dalam QS. An-Nisaa’ ayat 35, mengapa Mae€lis
Hakim tidak menerapkan terlebih dahulu metode yang dianjurkan dalam

Al-Quran:

P D N L TR~ B IE RN S SRR R O AN LA
Bl o) 102 o) Glal Jo LS5 el 5 LS 153l Gy Bl Szas O

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.
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Jawaban: Dalam pernyataannya, Majelis Hakim hanya menanyakan
kepada pihak saks apakah sudah didamaikan atau belum, kalau saksi
atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan hakamain,
maka perkara ini bisa langsung kita putuskan. Sebab ini adalah perkara

verstek.

. Bagamana usaha Pengadilan Agama Saatiga dadam mengupayakan
perdamaian ketika pihak Tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 (PerMA No. 1/2007). Selain itu,
terdapat pula UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur medias
di Pengadilan. Apakah Mgelis Hakim tidak menyalahi aturan tentang
adanya dasar hukum tersebut?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, bahwa dalam perkara ini
Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha medias
perdamaian, karena jelas Tergugat tidak pernah hadir. Menurutnya,
cukup dengan penasehatan kepada Penggugat saja. Dan untuk memenuhi
aturan Undang-undang, upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan

formalitas.

. Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara
perselishan yang dilatar belakangi perbedaan madzhab sga. Menurut
pendapat Drs. Beni Ahmad Syaebani dadam Figh Munakahat 2, him. 51, ada
3 tingkatan persdishan. Pada prinsipnya, pengadilan adalah
mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebagaimana penjelasan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (€)



90

yaitu: "Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sgjahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip
untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang
pengadilan” ?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku Hakim Anggota,
andai sama-sama menerima tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak
rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di
larikan ke KHI pasal 116 huruf (f). Arti mempersulit hanyalah sebatas
prosedur kalau sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa

langsung di putuskan.

. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur
beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat
tidak hadir. Melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha
yang bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan
Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh
Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal
26-29 PP Nomor 9 Tahun 19757

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, menuturkan hanya di
sampaikan melalui lurah. Dan lurah menyampaikan kepada Tergugat.
Ketika Tergugat tidak ada, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali
ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya

Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali
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dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak
mener apkan panggilan lewat mass media.

Oleh karenaitu dari hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di
pakai oleh hakim yaitu pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f)
PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, dan pasal 119 angka (2)
huruf (c) KHI, gugatan penggugat tersebut patut di kabulkan dengan verstek
(pasal 125 HIR). Penulis mencoba menganalisis dari sisi hukum Positif dan
hukum Islam yang diditinjau dari konsep syigaq, apakah putusan ini sudah masuk

memenuhi prosedur yang di tentukan oleh perundang-undang.
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BAB IV
ANALISISPUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN
MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN

VERSTEK

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Bagi Hakim dalam M enetapkan K eputusan
Syigaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian (Putusan PA
Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL)

Dasar pertimbangan putusan hakim Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Sa
Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa bukti P.l1 foto copy kutipan akta nikah adalah telah
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan
perundang-undangan sebagal bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti yang
sempurna karenanya harus dinyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri sah.

Kedua, berdasarkan keterangan saksi-saks yang digukan Penggugat telah
membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis rumah
tangganya dan sering bertengkar ha tersebut disebabkan adanya berbedaan
madzhab antara Penggugat sunni sedangkan Tergugat syiah.

Ketiga, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lan sebagal kuasanya, meskipun

dalam surat gugatan Penggugat tercantum bahwa Tergugat merupakan seorang
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pengusaha Eksportir yang kediamannya selalu berpindah-pindah bahkan sampai ke
luar negeri. Sehingga majlis hakim harus menjatuhkan talak verstek dari Tergugat
atas diri Penggugat, ha ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Figh Sunnah II:

290 yang berbunyi.

-

fys e gllay G 1Y O C;jj\ Olpel ol amg) Gy ol sdlages s 136

Al il L C;L; Y1 e colE) sy LAGH G 5yl
Artinya. Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan
hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah
tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat

mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami
terhadap istrinya dengan talak satu bhain.**

Keempat, karenanya dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya berbedaan madzhab
antara Penggugat sunni sedangkan Tergugat Syiah, Maelis hakim telah
menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan
Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun
kembali.

Kelima, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim
dalam perkaraini adaah:

1. Peraturan pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (f)

yaitu: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselishan dan

B Sayyid Sabig, Figh Sunnah ter. Nor Hassanuddin, dkk. dari “Figh Sunnah”, him.290.
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pertengkaran dan tidak ada hargpan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga’.

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu: "Antara suami dan isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga’”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas utama seorang
Hakim sebenarnya adalah mengadili, Hakim wajib mendamaikan para pihak,
yakni antara Penggugat dan Tergugat. Maka Hakim harus mendamaikan dengan
seadil-adilnya. Terutama ditujukan bagi kepentingan keutuhan rumah tangga suami
isteri tersebut. Sehingga dalam kasus semacam ini, Hakim harus menggali unsur-
unsur positif (maslahah) maupun negatif (madlarat) dari implikasi perkara yang
akan diputuskan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum yang
digunakan dalam kasus di atas, dapat diketahui bahwa Mgelis Hakim Pengadilan
Agama Sdatiga daam memutus perkara perceraian atas dasar sering terjadinya
pertengkaran karena adanya berbedaan madzhab antara Penggugat yang
bermadzhab sunni dengan Tergugat bermadzhab syiah tersebut bukan merupakan
sebagal alasan pokok. Hakim memandangnya sebagai salah satu faktor pemicu
atau penyebab terjadinya perselishan. Karena hal itu dapat mengakibatkan
terjadinya kegoyahan dalam rumah tangga. Menurut penulis ha ini logis dan
sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan keka UU No. 1/1974).
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Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum Majelis
Hakim daam menetapkan Syigaq karena perbedaan madzhab sebagai aasan
perceraian, sebagaiman contoh perkara Pengadilan Agama Kendari Nomor
325/Pdt.G/2011/PA.KDI bahwa persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan
sebagai dasan perceraian, karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat
dikatagorikan dalam percecokan dan tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga itulah
yang dijadikan dasar persdishan utama. Demikian hanya pada pasd 116 KHI
huruf (f) bahwa aasan perceraian tidak dibahasakan KDRT. Menurut Muhammad
Y unus selaku hakim anggota yang dikutip dalam Jurna Ahkam: Vol, X1V, No. 1,
Januari 2014 bahwa alasan perceraian sudah terpola secara normatif dalam pasal 19
PP No 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas daam KHI. Pada aasan-aasan
tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di
huruf (d) sementara adasan dihuruf (f) yakni perselishan dan percekcokan
merangkul semua aasan diatasnya. Adapun menurut Muhammad Alwi, Hakim
sekaigus Ketua Pengadilan Agama Kendari menyatakan. Bahwa Hakim dalam
memeriksa dan memutus sesual aasan yang digukan. Dalam pemeriksaan yang
dibuktikan adalah alasan pokok dan rata-rata a asan pokok adalah perselisihan.*

Dalam perkara perceraian dapat dikabulkan apabila tdah cukup jelas mengenai
"Sebab" perselisihan dan pertengkaran. Namun tidak semua jenis perselisihan dan
pertengkaran di dalam rumah tangga bisa dikatakan syigag. Melihat dari berbagai
dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor

0295/Pdt.G/2015/PA.Sal  tentang Syigaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai

132

Jurnal Asni, mahasiswi Jurusan Syariah STAIN Sultan Qoimuddin Kendari dengan
judul "Pertimbanagnmaslahat dalam putusan perceraian akibat kekrasan dalam rumah tangga di
pengadilan agama”, Jurnal Ahkam: Vol, X1V, No. 1, Januari 2014.
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Alasan Perceraian, penulis tertarik tentang dasar hukum yang digunakan oleh
Majelis hakim. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, penulis melakukan
penelitian lapangan dengan cara bertatap muka dengan salah satu hakim anggota
untuk menjelaskan lebih lanjut mengena alasan Magelis hakim memasukkan
perkara perceraian dengan alasan perbedaan madzhab antara Penggugat sunni dan
Tergugat syiah kedalam alasan syigaq.

Menurut pendapat Bapak Drs. MOCH. RUSDI bahwa, Sebenarnya kalau
sama menerimanya tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan
perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan ke PP Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f dan
KHI pasal 116 huruf f.**

Menurut hukum Positif sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan pasa 19 huruf (f) dan Kompilas Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselishan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

Daam konteks ini, penulis berpandangan bahwa, sebagaimana penjelasan
Abdul Manan dalam Praktik Peradilan Agama alasan perceraian sebagaimana PP
Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) itu tidak selalu disebut syigag. Dikatakan
syigaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang

mengandung unsur-unsur membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi

133 Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada
tanggal 10 juni 2016 pukul 09.00 — 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

* Intruks Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 116, him.
16
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pecahnya perkawinan (broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan
putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada
perselishan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur
membahayakan dan belum sampa ke tingkat darurat, maka hal tersebut belum
bisa dikatakan syiqaq. Sedangkan dari perkara perceraian yang penulis teliti, bahwa
perselishan Penggugat dan Tergugat yang dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab
tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Namun daam perkara ini hakim menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persdisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dalam hal demikian, Mgelis Hakim aangkah baiknya sebelum memutuskan
suatu perkara yang urgent daam konteks syigag, harus terlebih dahulu
mempertimbangkan sebab pertengkaran dan persdisihan, apakah benar bahwa
pertengkaran seperti ini bisa dikategorikan sebagal syigaq. Sebagaimana pendapat di
kalangan madzhab Syafi’iyah seperti yang dikemukakan oleh Zakariya Al-
Anshori, Asy Syarbani sebagaimana dikutip oleh Sayuti Talib, bahwa syiqaq itu
tidak lain adalah perselishan antara suami istri dan perselishan ini sangat
memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu
diteruskan.®® Sebagaimana pendapat Sayid Sabiq yang telah dikutip oleh Abdul
Manan Mengategorikan perceraian karena syiqaq ini sebagai perceraian karena

dharar atau membahayakan. Lebih lanjut adapun bentuk dharar menurut Imam

135 Sgjuti Talib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, him. 108.
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Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan
istri dan memaksaistri untuk berbuat mungkar.**

Dari kasus yang penulis kemukakan bahwa perbedaan madzhab sebagai
alasan perceraian belum bisa dikategorikan syigaq, karena belum adanya sifat
yang membahayakan bagi keduanya sebagaimana pendapat Sayid Sabig. Setelah
penulis mengkaji lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Agama Salatiga yang
telah mengabulkan gugatan Penggugat dan Majelis hakim menjatuhkan talak
Tergugat atas diri Penggugat. Disini Pengadilan Agama Salatiga dalam
putusannya terhadap perkara perceraian atas alasan perbedaan madzhab adalah
kurang sempurna. Menurut penulis seharusnya hakim lebih  memprioritaskan
berdasarkan pasa 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) jo pasal 116 Kompilas

Hukum Idam huruf (b).

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ha lain diluar
kemampuannya”.**’

Sebagaimana ddil gugatan yang digukan oleh Penggugat, bukan perkara lain yang
kemudian disyigagkan, karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama memberikan penjelasan bahwa, syigag merupakan dasan
perceraian yang digukan kepada Pengadilan Agama sebaga perkara tersendiri.

Hemat penulis seandainya hakim tetap memasukkan perkara diatas sebagal dasan

syigag.

136

him. 385
7 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 116, him.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

16
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Hemat penulis seandainya hakim tetap memasukan perkara diatas sebagai
dasan syigag. Maka Mgelis hakim harus mempertimbangkan tingkat permasaahan
yang dapat diklasifikaskan dalam pengertian syigaq dan tahapan-tahapan yang harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syigag. Menurut penulis hakim harus
memeriksadulu, gpakah saks yang ada benar-benar sesuial dengan gpayang dikehendaki oleh
undang-undang ddam pekara aas dasan Syigag dan sgjauh mana maelis hakim
menerapkan hakam sebagaimana ketentuan QS. An-Nisaa’ ayat 35.Berdasarkan
uraian di atas, Mgelis Hakim dalam mengambil keputusannya kurang
mempertimbangkan hukum dan dasar hukum yang digunakan kurang sempurna.
Dengan klausula yang jel as dan alasan yang jelas diharapkan putusan Pengadilan

Agama lebih berbobot dan bermutu sertal ebih dapat dirasakan manfaatnya.

. Analisis Terhadap Alasan-alasan yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam
Menyelesaikan Perkara Syigaq Karena Perbedaan Madzhab dalam Putusan
Verstek
Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.**®
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri
itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan dalam
Perundang-undangan.

138

Amak F.Z, Proses Undang-undang Perkawinan, him. 145
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Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri
dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak
sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila ha ini terjadi
mereka mempunyai hak dan kewagjiban yang sama di dalam cara memutuskan
perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang digjukan oleh istri adalah
syigag. Seandainya diantara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang
mengkhawatirkan keutuhan rumah tangga mereka atau dalam ha ini disebut

syigag. Maka hakim harus memproses perkara ini dengan berpedoman pasal 76

ayat (1).

”Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang—orang yang dekat kepada suami istri”.

Lebih lanjut, Magelis hakim menyimpulkan dalam perkara Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.Sal, berdasarkan saksi pertama, umur 44 tahun, Agama
Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga bahwa saksi adalah
sebagal kakak ipar Penggugat dan saksi kedua umur 44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, bahwa saksi sebagai
bibi Penggugat yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun
2003 yang lalu dan dikaruniai satu orang anak.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

istri.
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3. Pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sgjak bulan Maret 2012 telah
terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham tergugat bermadzhab
Syiah dan Penggugat bermadzhab Sunni dan Tergugat sering mengatakan ingin
menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Dari keterangan yang telah terpapar di atas, ketika saksi dari pihak
keluarga Penggugat sgja, apalagi putusan ini berupa verstek yang dikhawatirkan
pernyataan saksi selalu membela Penggugat, kemudian karena tempat kediaman
saks kedua dan Penggugat tidak saling berdekatan, dan kemungkinan tidak
mengetahui bagaimana sebenarnya perselishan atau tingkat perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat, maka tidak menutup kemungkinan saksi juga
berbohong.

Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku hakim anggota yang
menangani kasus ini menjelaskan bahwa, Sebenarnya kalau kita mengacu pada
Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa putusan verstek
sebenarnya tidak perlu di periksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum
dan beralasan sebenarnya itu sudah bisa di putus. Dan masalah ini ialah
perkawinan maka tetap dibebani pembuktian. Kalau seandainya dari pihak saksi
yang di datangkan oleh penggugat bohong maka terserah saksi.**

Dalam konteks demikian, penulis berpandangan sebagimana hukum
Positif menjelaskan bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang yang terdekat

kepada suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan syigadq,
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bukan sekedar memberi keterangan sgja, tetapi kedudukan mereka adalah sebagai
“saksi“, sebagaimana pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989.
“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Adapun yang dimaksud dengan saksi dari keluarga suami istri yaitu keluarga
sedarah atau semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2)
HIR, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak iadah orang-orang yang
dipandang mengetahui peristiwanya sehingga dapat digjukan sebagal saksi dalam
pengadilan.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa definisi saksi adalah orang yang
berdasarkan penglihatan, pengetahuan atau pemahaman merekadari peristiwa atau
fakta-fakta.**° Kemudian sebagaimana penjelasan M. Y ahya Harahap, kedudukan
keluarga dan orang-orang terdekat mereka bukan sekedar memberikan keterangan.
Melainkan sebagai “saksi”, mereka didudukkan secara formil dan materiil
menjadi saksi. Secara formil keluarga harus disumpah jika ternyata keterangan
yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka
berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian
keterangan mereka saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain,
maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai aat bukti.***
Dengan demikian, penulis mempunya praduga atas keterangan yang

diberikan oleh saksi kedua yang berkediaman di Kabupaten Semarang. Apakah

1% Anshori, mahasiswa Institut [Imu Al-Quran Jakarta dengan Judul, Kesakisan wanita

dalam pandangan ulama tafsir, dalam Jurnal Ahkam: Vol, VIII, No. 2, juli, 2013.
¥ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 284
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mungkin saksi kedua termasuk golongan saksi sebagaimana yang telah dijelaskan
oleh Yahya Harahap, bahwa saks harus melihat, mendengar atau berdasar
pengalaman mereka sendiri. Sedangkan tempat kediaman Penggugat dengan saksi
kedua secara wilayah berjauhan.

Daam konteks hukum Islam dijelaskan bahwa pembuktian seseorang
harus mampu mengajukan bukti-bukti otentik, keharusan pembuktian ini

didasarkan hadist Nabi SAW.
b 30006 LD el s a L plhe b L T S AR G
§ B s e i B K0 3 R 0 ) Gy 50 TR
s U G 0 L A U W LU L S 2
142{@ U’:

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, mengabarkan Sufyan
bin Hisyam bin Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah, berkata
Rasulullah SAW bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu
sekalian menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barang kali
diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah dari pada yang lain,
kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang
saya dengar dari orang itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari
hak saudaranya maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, maka
ketikaitu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka.

Maka dari hadist tersebut dapat pula dipahami bahwa hukum yang diputuskan
oleh Pengadilan Agama Salatiga menurut penulis, berdasarkan keterangan saksi
palsu yang dikarenakan domosili antara Penggugat dengan saksi kedua saling

berjauhan. Selain itu ketidak mungkinan bahwa saksi bisa melihat dan mendengar

2 Abu Daud, Sunan Abu Daud Kitabu Al Aqdiyah, Bairut: Dar Al Fikr, 1994, him. 292.
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percekcokan yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat, putusan yang dijatuhkan
karena kebodohan, kezaliman dan hukum yang diputuskan berdasarkan
pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud
menelantarkan haknya, maka produk hukum seperti ini harus ditinjau kembali.

Hemat penulis berdasarkan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Majelis
hakim kurang teliti. Karena kedudukan saks kedua sudah tidak sesuai dengan
ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR yang mengatakan bahwa keterangan saksi harus
berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Sebagaimana
pendapat M. Y ahya Harahap dan hadist nabi yang diriwayatkan Muhammad ibnu
Katsir. Dengan demikian menurut penulis bahwa, saksi yang digjukan oleh
Penggugat hanya satu yang sesuai dengan pengertian UU No. 7 Tahun 1989 pasal
76 ayat (1) yang telah dijelaskan oleh Yahaya Harahap. Kemudian bagaimana
keabsahan satu orang saks perempuan, melihat salah satu diantara saksi yang
digjukan oleh Penggugat sudah tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

Sesual uraian di atas, maka saksi dari orang perempuan dapat
diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu:
1. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian saksi dari

orang-orang perempuan belaka.

2. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian dari orang-
orang perempuan, apabila disertai pula dengan saksi dari orang-orang lelaki.
Dalam ha perkara yang dapat diputus berdasarkan keterangan saksi hanya dari
satu orang perempuan ini telah menjadi perselisihan pendapat dikalangan ulama

salaf. Sebagaimana kutipan Ibnu Qayyim Al-jauyizah dari lbnu Abi Syaibah
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meriwayatkan dari Makshul, bahwa keterangan saksi dari dua orang perempuan
belaka tidak dibolehkan kecuali, dalam perkara hutang-piutang. Selain itu
diriwayatkan pula dari Al-Syu’bi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-jauyizah ia
mengatakan bahwa kesaksian saksi dari orang perempuan dalam perkara-perkara
tertentu tidak dapat diterima. Kecuali, dalam perkara yang sangat diperlukan
keterangan saksi dari orang perempuan, maka kesaksian saksi dari orang

perempuan belaka dapat diterima.**?

Kemudian sebagaimana kutipan Muhammad
Imarah dari lbnu Taimiyah bahwa QS. Al-Bagarah ayat 282 menegelaskan
kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki, hal ni agar jka
seorang wanita lupa wanita yang lain bisa mengingatkannya.**

Melihat uraian sebelumnya, menurut penulis bahwa dalam konteks persaksian
perkara perceraian dengan alasan syigaq merupakan bukan suatu pengecualian
yang harus disaksikan oleh orang perempuan sgja melainkan kebolehan saks dari
orang laki-laki.

Menurut Y ahya Harahap adapun tata cara pemeriksaan atas alasan syigaq
yang dikehendaki UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1), jo. PP. No, 9 Tahun
1975 Pasal 22 ayat (2), apabila perkara perceraian atas alasan “syigaq”, hakim
harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
Majelis Hakim meminta kepada para pihak siapa keluarga dekat mereka, jika
keluarga dekat tidak ada atau jauh, dan sulit untuk menghadirkan, maka Hakim

dapat meminta siapa sgja orang yang dekat dengan suami istri. Setelah Hakim

3 |bnu Qayyim Al-jauyizah, Hukum Acara Peradilan Islam, ter, Adnan Qohar dan

Anshuroddin dari ’At-Turuqu Al-Hukmiyyah Fi Siyasah Wa Syar’iyyah”, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006, him. 265.

4 Jurnal Anshori, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan Judul “Kesakisan
wanita dalam pandangan ulama tafsir’, dalam Jurnal Ahkam: Voal, VIII, No. 2, juli, 2013.
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memiliki daftar keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, Hakim
memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan mereka dalam sidang.
Seandainya saksi tidak mau datang secara sukarela, maka hakim secara ex offficio
dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasar kekuatan pasal 139 HIR
atau pasal 165 RBG hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil secara
resmi. Malahan apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan, dapat dihadirkan
secara paksa.'®®

Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa, begitu urgent kehadiran
keluarga dalam memberikan keterangan sekaligus menjadi saksi dalam perkara
syigag, guna memberikan keterangan yang sebenarnya, apakah perselisihan dan
pertengkaran tersebut benar-benar masuk alasan syigag. Bukan malah menerima
saks kedua yang digjukan oleh penggugat karena perbedaan domosili yang jelas
tidak dikehendaki oleh Undang-undang sebagai mana penjelasan Y ahya Harahap.

Lebih lanjut, ketika Magelis Hakim memasukkan perkara perceraian
perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian kedalam perkara syigag, maka
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang penerapan peran hakam. Meski
tidak tertuang dalam putusan, setelah penulis menemui dan wawancara dengan
Majelis Hakim Anggota, menjelaskan tentang alasan pertimbangan hukum yang
menjadi dasar tidak adanya pengangkatan hakam pada perkara
0295/Pdt.G/2015/PA.Sal.

Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku Anggota Majelis hakim.

Dalam penjelasannya, telah bertanya kepada pihak saks apakah sudah

145

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 244-245.
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didamaikan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan
pernah mengadakan hakamain, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan
saja, karena ini adalah perkara verstek.**

Dalam kontek ini, terdgpat yang urgent mengenai perkara
0295/Pdt.G/2015/PA.Sal, yang berkenaan dengan hakam daam proses
penyelesaian perkara syigaq di Pengadilan Agama. Menurut hukum Postif
mengenai ketentuan prosedur pengangkatan hakam di Pengadilan Agama diatur
dalam Pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan.

"Pengadilan setelah mendengar keterangan saks tentang sifat persengketaan antara
suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing

pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam’.

Berdasarkan putusan Majelis hakim, penulis akan membahas masal ah saat
pengangkatan hakam, sebagaimana kutipan M.Yahaya Harahap bahwa dalam
suatu perkara perceraian yang didasarkan atas alasan syigaq. Pengadilan baru
dapat mengangkat hakam setelah proses pemeriksaan perkara melewati tahap
saksi-saksi dan alat bukti lain yang digjukan para pihak sudah selesai diperiksa.
Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang
sifat persengketaan yang terjadi pada suami istri, pada tahap itu baru tiba saatnya
menunjuk hakam.**’

Daam kontek di atas, menurut penulis Maelis Hakim seharusnya

mel aksanakn terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya proses yang harus dijalankan
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untuk mengangkat hakamsebagaimana penjelasan Y ahaya Harahap. Bukan hanya
bertendensi dengan pernyataan saksi yang memberikan keterangan bahwa perkara
ini sudah pernah didamaikan, namun didalam proses persidangan tidak dapat
dibuktikan.

Kemudian dalam QS.An-Nisaa ayat 35 menjelaskan tata cara ketika

perceraian dengan alasan syigaq terjadi.
355 Bl T o) el 05 LS5 ol 33 LSS 152030 U Glas 2as bl
29 s Gle GE AT L
Artinya. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal .**®

Daam ayat ini diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran
terjadi syigaq antara suami istri, maka masing-masing pihak mengajukan seorang
hakam, yang berarti seorang hakam dari pihak istri dan seorang hakam dari pihak
suami. Kedua hakam ini disebut hakamain. Hakam dari masing—-masing pihak
berusaha mencari ishlah demi kepentingan kedua belah pihak, kemudian mencari
kesepakatan pendapat keduanya. Jadi dengan demikian kedua hakam itu dapat kita

perbandingkan sebagai arbiter atau pengantara dalam mencari perbaikan.

Morteza Muntahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan

149

arbiter™™. Menurut beliau, hakam dipilih dari keluarga suami istri, satu dari pihak

148

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, him. 123.
9 Murteza Muntohhari, Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam, Bandung : Penerbit
Pustaka, 1985, him. 243.
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keluarga suami dan satu dari keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat
dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai
serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih
terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Apa yang di
jelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada
penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) bahwa hakam adalah orang
yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri
atau pihak lain untuk mencari penyel esaian perselisihan terhadap syigag.

Dari kasus yang penulis kemukakan, walaupun perkara ini merupakan
verstek, karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk
mewakilinya. Seharusnya Maelis Hakim aangkah baiknya tetap mengupayakan
beberapa dternatif perdamaian melalui peran hakam dengan melibatkan masing-
masing pihak, atau dengan memaksmakan lembaga yang ada bukan maah
melalaikan apa yang telah ditetapkan perundang-undangan dan Al-Qur’an, guna
menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Karena asas
mendamaikan bersifat “imperatif”, maka usaha mendamaikan merupakan beban
yang “diwajibkan” hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian.
Memang sifat kewgjiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum, sifat
imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan
“perselisihan dan pertengkaran®. Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya
mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu, menurut
penulis upaya mendamaikan dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan

pertengkaran, harus secara nyata dan optimal.
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Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku Mgelis Hakim Anggota.
menjelaskan bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah
melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas tergugat tidak pernah hadir,
cukup dengan penasehatan kepada penggugat saja, dan untuk memenuhi aturan
Undang-undang upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas
Saja.]'SO

Sedangkan dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti alasan zina,
cacat badan atau jiwa yang tidak dapat melaksanakan kewgjiban, sifat upaya
mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak di tuntut upaya optimal. Begitu
juga kasus perceraian atas alasan kekejaman dan penganiayaan sifat fungsi upaya
mendamaikan tidak dituntut secara maksimal, sekalipun upayatersebut di lakukan
dengan moralitas yang tinggi dari hakim, sehingga sifatnya tidak merupakan
kewajiban hukum, tapi menjadi kewajiban moral.

Menurut M. Yahya Harahap fungsi upaya mendamaikan secara optimal
merupakan kewajiban hukum bukan kewajiban moral dalam kasus perceraian atas
alasan perselisihan dan pertengkaran (syigag). Dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal
82 ayat (4).

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setiap sidang pemeriksaan”.

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31:

1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua
belah pihak.

2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada
setigp sidang pemeriksaan.

150
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Memang pasal tersebut tidak mencantumkan kata “wajib” hanya mencantumkan
kata “dapat” yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang
pemeriksaan. Jika rumusan itu dibaca secara parsial akan tersurat makna yang
bersifat “fakultatif’. Akan tetapi jika pasal itu dibaca secara utuh, “tersirat”
makna yang bersifat “imperatif”. Karena pasal tersebut dimulai dengan
penegasan “selama perkara belum diputus®, yang berarti selama perkara belum
diputus tetap melekat upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas alasan
perselishan dan pertengkaran. Jika dalam perkara yang bersangkutan tetap
melekat upaya mendamaikan sampa perkara belum diputus, Hakim “wajib”
untuk mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa dalam persidangan.
Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan,
masih melekat pada dirinya fungsi usaha mendamaikan. Dengan demikian fungsi
usaha dan upaya mendamaikan mengandung nilai yang mendekati “tata tertib
umum” atau “orde publik”. Setiap nilai yang mengandung nilai “tata tertib
umum” tidak boleh diabaikan dan dilanggar hakim. Pelanggaran atas tata tertib
umum, mengakibatkan pelanggaran hukum atas tata tertib beracara. Setiap tata
tertib beracara yang bernilai tata tertib umum mengakibatkan pemeriksaan
persidangan dianggap “tidak sah”.***

Mengenai konteks di atas, betapa pentingnya usaha mendamaikan yang
harus dilaksanakan Mgjelis Hakim setiap perkara, khususnya dalam perkara atas
alasan syigaq. Menurut penulis, putusan Majlis Hakim yang tidak mengupayakan

perdamaian sudah dianggap telah menyalahi UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82
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M. Y ahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 67
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ayat 4 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 31, sebagaimana penjelasan Yahya
Harahap. Hemat penulis, maka aasan-dasan Magelis Hakim dalam
memepertimbangkan putusan memasukan perkara syigag kurang tepat, karena
telah melalaikan sifat mendamaiakan yang telah dimarginalkan.

Lebih lanjut, mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis
Hakim dalam memutuskan perkara 029/Pdt.G/2015/PA.Sal, sebagai perkara
verztek maka harus dilakukan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang harus
dilakukan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang mengatur tentang
pemanggilan. Melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha
eksportir yang sering ke luar negeri dalam mengurusi bisnisnya, apakah dari pihak
Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki
Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-28 PP
Nomor 9 Tahun 1975 serta aturan tambahan pasal 390 HIR.

Menurut Bapak Drs. Moch Rusdi selaku Majelis hakim anggota
menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Tergugat disampaikan melalui lurah
dan lurah menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan
tidak ada yang sudah itu hak dia. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya
mengadili secara formal. Dan biasanya pengadilan melakukan pemanggilan
minimal 2 kali. Dan terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak
masalah. Dan dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mas media.*>

Mengenai putusan verstek dalam ketentuan hukum tidak menjadi hal yang

kontroversi, memang ada landasan yang dijadikan dasar hukum melalui hadist
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Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal
10 Juni 2016 pukul 09.00 — 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga
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yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim mengena putusan nabi

terhadap Hindun.

P
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Artinya: Dari Aisyah berkata: Hindun bin Utbah suami Abu Sufyan. Mendatangi
Rasulullah SAW. Kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya
Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir tidak memberikan nafkah yang
cukup bagiku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa
sepengetahuannya apakah aku berdosa. Kemudian Rasulullah menjawab.
Ambilah hartanya secukupnya dan sesuatu yang mencukupimu berserta
anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Segala hal yang menyangkut dengan tata tertib replik-duplik, pemeriksaan
saksi dan aat bukti lain, semuanya tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata
yang diatur dalam HIR dan RBG. Begitu juga mengena pemanggilan para pihak,
tunduk kepada tata cara yang ditentukan dalam pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9

Tahun 1975™ jo. pasal 390 HIR dan pasal 718 RBG.

Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975

1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian,
baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk
menghadiri sidang tersebut.

2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan
Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama.

53 Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali Al-Khurasani Al-Nasai’i, Kitab Adab Al-Qadah,
Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, V111, him. 246
3% Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, Semarang: Lenterailmu, 2000, him. 8
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3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang
bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah
atau yang dipersamakan dengan itu.

4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara
patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

5) Panggilan kepadatergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975

1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat
(2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan
pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa
surat, kabar atau mass medialain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media
tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu
bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan
persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya
tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975
“Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia
setempat”.

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan tersebut harus di jadikan
pedoman oleh Pengadilan Agama Salatiga setiap melaksanakan pemanggilan agar
pemanggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi.
Panggilan yang disebut “patut” dan “wajar” mengandung pengertian, jarak antara
penyampaian surat panggilan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggal
persidangan dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi
mempunyai tenggang bagi yang dipanggil untuk memenuhinya. Waktu tenggang
yang di anggap patut antara penyampaian pemanggilan dengan hari sidang, paling

minimum 3 hari. Batas waktu 3 hari ini, juga dijadikan dasar sebagai panggilan
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yang dianggap patut dalam pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975. Pemanggilan
yang sah secara formal menurut Undang-undang ialah panggilan yang di
dalamnya terdapat unsur “patut” dan “resmi”. Kedua unsur tersebut merupakan
dua komponen yang saling berkaitan keabsahan panggilan menurut tata tertib
beracara. Kedua komponen dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
Salah satu komponen tidak terpenuhi, mengakibatkan panggilan dianggap
bertentangan dengan tata cara mengadili. Sekiranya panggilan disampaikan dalam
tenggang waktu yang patut, tapi penyampaian tidak tepat memenuhi sasaran,
misalnya tidak disampaikan secara langsung kepada yang dipanggil di tempat
kediamannya, panggilan dianggap tidak sah. Sebaliknya, panggilan benar-benar
secara langsung disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediaman,
tapi jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan hari sidang hanya 1 hari
berarti panggilan dilakukan secara “tidak patut”. Dalam hal ini panggilan memang
resmi, tapi tidak patut, panggilan yang demikian mengandung cacat. Tidak dapat
dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak datang
menghadiri persidangan. Kesalahan pengadilan melanggar tata tertib
pemanggilan, tidak boleh ditimpakan kepada diri tergugat.™>

Melihat konteks di atas, penulis melakukan penelitian lebih jauh mencari
informasi melalui sambungan telepon pihak Tergugat, Tergugat menyatakan
bahwa setelah terjadi percekcokan, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama
tidak bertemu. Tergugat lebih sering mengurus pekerjaannya sebagai eksportir

dan sering keluar negeri untuk mengurusi bisnis yang dikembangkannya.

155

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him. 244,
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Tergugat menerima surat putusan dari Pengadilan Agama Salatiga yang
menyatakan ia telah sah bercerai dengan pihak Penggugat. Tergugat menyatakan
bahwa tidak menghadiri persidangan atau memenuhi panggilan dikarenakan pihak
tergugat tidak mengetahui adanya panggilan dari Pengadilan ataupun melalui
mass media radio dan penempelan panggilan di pintu pengadilan.**®

Panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang yang dipanggil
dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang.
Sebagaimana penjelasan Y ahaya Harahap Panggilan disampaikan melalui lurah
(Kepala Desa) dengan syarat orang yang dipanggil tidak di jumpa di tempat
kediaman. Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui Lurah, bukan
ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan Lurah menyampaikan
panggilan melalui Lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok.
K ebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalam keadaan apabila juru sita tidak
menjumpai orang yang dipanggil di kediamannya. Oleh karena itu, praktek yang
dilakukan juru sita yang menyampaikan panggilan melalui lurah sebelum dia
berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang dipanggil. Di samping itu,
sekiranya panggilan disampaikan melalui lurah juru sita harus memberi penjelasan
agar panggilan segera diteruskan kepada orang yang dipanggil. Hal itu penting
ditegaskan juru sita kepada lurah, untuk menghindari agar panggilan jangan

sampai melampaui tenggang waktu yang patut.*>

1% Wawancara dengan Tergugat Bapak Salam Rabafi bin Jafar Saddiq Rabafi, pada
tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 — 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

5" M. Y ahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, him.245-246.



117

Meskipun dalam pasal 390 HIR disebutkan bahwa Kepala Desa
berkewagjiban untuk menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang
berperkara yang ada di desanya, akan tetapi apabila ia lala maka peraturan
perundang-undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Oleh
karena itu, disampaikan atau tidak panggilan tersebut kepada Kepala Desa atau
Lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah
memnuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan
resmi. Seandainya Kepala Desa atau Lurah betul-betul tidak menyampaikan
panggilan tersebut karena kealpaannya, iatidak dapat dituntut secara pidana.**®

Menurut penulis, putusan verstek yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama saatiga memang sudah relevan dengan dasar hadist nabi mengena
kebolehan memutus perkara tanpa dihadiri oleh Tergugat. Dan mengenai
pemanggilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Salatiga sudah sesuai
prosedur pemanggilan para pihak yang tunduk kepada tata cara yang di ditentukan
dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau
pasa 718 RBG. Waaupun dalam realitasnya Kepala Desa atau Lurah tidak
pernah memberikan kabar kapada pihak yang bersangkutan. Sebagaimana
keterangan tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada yang sampai
kepada dirinya.

Oleh karena, itu menurut penulis masalah tata cara pemanggilan
dipaparkan secara jelas untuk memberi pegangan bagi Pengadilan Agama dalam

menghadapi kasus pemanggilan yang mungkin di lain waktu hal terjadi perkara

18Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Perdailan Agama,
Him. 137.
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yang sama setelah yurisdikss mengadilinya semakin luas dari pada sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang penulis jelaskan diatas, maka dapat dijadikan

komparatif, sebagai perbandingan bagaimana analisis hukum Positif dan hukum

Islam terhadap perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Salatiga. Agar

lebih jelas untuk memahaminya penulis sgjikan dengan menggunakan tabel

sebagal berikut.
Per spektif Hukum Per spektif I
No | Masalah P Positif Hukusra lsam Aplikasi Pa
1 Syigaqg | Pasa 19 PP No. 9 Tahun | Pendapat Sayyid Putusan PA tidak
1975 Sebagaimana Sabig menurut tergolong syigaq
penjelasan Abdul Manan | Imam Malik dan sebagaimana
alasan perceraian yang Imam Ahmad hukum Islam dan
didasarkan perselisihan adapun bentuk hukum Positif
dan pertengkaran yang dharar adalah
tidak mengandung unsur- suami suka
unsur membahayakan memukul,
dan ketika belum sampai mencaci,
tingkat darurat maka hal menyakiti dan
tersebut belum bisa memaksa berbuat
dikatakan syigaq. mungkar.
2 Saksi Pasal 76 ayat (1) UU No Kutipan lbnu Pertimbangan
7 Tahun 19809. Qayyim Al- hakim tidak sesual
Sebagaimana Jauziyah riwayat dengan hukum
penjelasan Y ahya Ibnu Abi Syaibah | Positif dan hukum
Harahap secara materiil | bahwa keterangan Islam mengenal
keterangan saksi yang dari dua saksi dafinisi saksi dan
diberikn harus perempuan tidak jumlah saksi.
berdasarkan diperbolehkan

pendengaran, penglihatan
atau pengalaman sendiri

kecuai perkara
hutang-piutang.
sertariwayat Al-
Syu’bi bahwa
kesaksian orang
perempuan sgja
tidak dapat
diterima, kecuali
dalam perkara
yang sangat
diperlukan
keterangan saksi
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Aisyah. tentang
perkara gugatan
Hindun, putusan
yang diambil nabi
kepada Hindun ini
tanpa dihadiri
suaminya.

Imam Bukhori dan
Imam Muslim dari

perempuan

Hakam Pasal 76 Ayat (2), 82 Berdasarkan QS. Hakim tidak
ayat (4) UU No 7 Tahun | An-Nisaa’ ayat 35 | menerapkan sesuai

1989 dan pasal 31 PP dengan hukum
Nomor 9 Tahun 1975 Positif dan hukum

Islam
Pemanggi | Pasal 26, 27 dan 28 PP | Berdasarkan hadist | Pemanggilan PA
lan No 9 Tahun 1975 jo, nabi yang tidak berdasarkan
Tergugat pasal 390 HIR diriwayatkan

pasal 26,27 dan 28
jo, pasal 390 HIR
mengenai
pemanggilan sah
dan patut. Menurut
hasi| wawancara
penulis, bahwa
tergugat tidak
merasa dipanggil .
karena surat
pemanggilan hanya
disampaikan di
pihak kelurahan.
Tergugat mengaku
baru mengetahui
perkaraitu pasca

putusan.
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PENUTUP

A.Kesimpulan
Dari pembahasan di atas yang penulis sgjikan, terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat ditarik sebagal berikut:

1. Bahwa dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan
Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun
1975 jo pasal 116 (f) KHI karena adanya unsur perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan adanya perbedaan madzhab antara penggugat yang berpaham
sunni dan tergugat yang berpaham syiah sebagai salah satu faktor penyebab
terjadinya.

Berdasarkan analisis penulis seharusnya Maelis Hakim memperhatikan
penjelasan Abdul Manan, mengenai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975
bahwa perselishan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan
madzhab apakah sudah mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan
sampai tingkat darurat sehingga bisa dikatakan syigag.

Kemudian pendapat dikalangan madzhab Syafi’iyah seperti yang dikemukakan
oleh Zakariya Al-Anshori, Asy Syarbani yang dikutip oleh Sayuti Talib, bahwa
syigaq itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan ini
sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila
perkawinan itu diteruskan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan
kepada perselishan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur

membahayakan maka belum bisa dikategorikan syigaq. Lebih lanjut adapun

120
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bentuk dharar menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka

memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istri untuk berbuat

mungkar.

. Pertimbangan Majelis Hakim mengenal alasan-alasan untuk menyel esaikan

perkara syigaq karena perbedaan madzhab dalam putusan verstek.

Berlandaskan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f)

KHI. Padahal ada beberapa prosedur apabila Meeis Hakim memasukan

perkara tersebut kedalam alasan syigaq yaitu Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989

mengenai prosedur acara atas alasan syigad.

(1) Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-
&aksi.yan'g berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada
suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saks tentang sifat persengketaan
antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu ditekankan dalam pasal diatas,

seperti keterangan saksi dan penerapan hakam.

Sebagaimana penjelasan Y ahya Harahap, dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 7

Tahun 1989 secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan

pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Menurut praduga penulis,

maka dari sdah satu saks yang digukan Penggugat cacat hukum.

Sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 76 ayat (1) tentang saksi dalam

perkara syigaq. Karena berkaitan dengan domisili antara salah satu saks dan

penggugat yang saling berjauhan.

Kemudian seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan apa yang diperintah

Allah SWT, ketika memutuskan perkara atas alasan syigaq, melaui QS. An-
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Nisaa’ 35 dan Pasal 76 ayat (2) No 7 Tahun 1989, mengenai pengangkatan
hakam apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Namun
dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Majelis Hakim telah melalaikan
ketentuan tersebuit.
Menurut penulis mengenai putusan verstek yang diambil oleh Majelis Hakim
sudah tepat dan sudah sesuai prosedur pemanggilan para pihak yang tunduk
kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor
9 Tahun 1975 jo, pasa 390 HIR atau pasa 718 RBG. Walaupun dalam
realitasnya Kepala Desa atau Lurah tidak pernah memberikan kabar kapada
pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan tergugat yang menyatakan
bahwa selama ini tidak ada pemberitahuan atau pemanggilan perkara
persidangan yang sampa kepada dirinya. Sebagaimana penjelasan Abdul
Manan, maeskipun seandainya Kepala Desa atau Lurah betul-betul tidak
menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut
secara pidana.
B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa hendaknya
dilakukan secara optimal, terutama dalam perkara perceraian atas dasar
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, mengingat bahwa dalam

perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif.
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2. Berkenaan dengan perkara perceraian atas dasar perselishan secara terus
menerus, hendaknya hakim berusaha untuk mencari secara optimal mengenai
faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itul.

3. Dalam pengambilan dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara No.
194/Pdt.G/2004/PA.Sal, hendaknya lebih terfokus dengan permasalahan yang
sedang dihadapi atau dasar hukum hendaknya dikemukakan secara terperinci
dalam surat Putusan serta prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

C. Penutup
Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis
sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan
lahir batin sehingga penulis mampu menyelesaikan segala hambatan dalam

penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, mengenai
analisis pertimbangan hakim  daam  memutuskan  perkara  No.
194/Pdt.G/2004/PA.Sal dengan segala permasalahannya telah penulis uraikan
secara lengkap. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik dari
semua pihak untuk dapat mewujudkan hasil yang diharapkan. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
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SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara Perdata Agama tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara
pihak-pihak :
PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA,
tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Penggugat";
Melawan
TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Eksportir, pendidikan SMA, tempat
kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Tergugat";
e Pengadilan Agama tersebut ;

e Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

e Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi
yang diajukan di persidangan :
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret
2015, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Salatiga yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal

tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. |Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);

2. |Bahwa setelah pernikahan tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga, kemudian pindah ke Swedia,
kemudian pindah lagi ke Jakarta terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Salatiga selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak dan ikut Penggugat

3. |Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab sunni sedangka

=)

o

Tergugat bermadzhab syiah

B. Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan Penggugat tida

N

memperbolehkannya

d. Tergugat sering kali menyatakan akan menceraikan Penggugat

4. |Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah
yakni Tergugat bertempat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat yang hingga
kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua
Penggugat;

5. [Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan /
mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat dan anak-anak;

6. |Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf (b) jo Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam huruf (b) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan
Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan
putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat

PENGGUGAT;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya miskipun menurut
berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara
sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian
tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan
telah mengajukan bukti — bukti surat berupa ;

a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat, Nomor : xxx yang dikeluarkan telah
Dinas Kependudukan oleh Catatan Sipil Kota Salatiga, buku surat tersebut telah diberi
materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga bukti surat tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua
Majelis diberikan tanda (P.2) ;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermaterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti
tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya ;
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Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat

tersebut :

Menimbang, bahwa keluarga / orang dekat Penggugat yang dihadirkan di

persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :
1. saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota
Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

e Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat ;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal
16 Juni 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun lamanya dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri ;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
harmonis, namun sejak bulan Maret 20012 telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan adanya perbedaan bermadzhab sunni sedang Tergugat
bermazhab Syiah dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Pengugat,
pada puncaknya bulan Juni 2012 antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Tergugat tinggal di rumah Penggugat sedang Pengugat di rumah orang
tua Penggugat ;

e Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal

selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;
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Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan
saksi dari Penggugat tersebut ;
2. saksi 2, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten
Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah sebagai bibik Penggugat ;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun
2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan sudah hidup rukan sebagai mana
layaknya suami istri ;

¢ Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Mareti 2012
telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat
bermazhab Syiah sedang Pengugat bermazhab Sunni dan Tergugat sering
mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan
Juni 20012 antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

e Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal
selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan

saksi saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang berperkara menyatakan cukup dan

telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 5 dari 11 Halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar
Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal
sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana
terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, telah
terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum
Pengadilan agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti
P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah, keduanya telah kumpul baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Maret 2012
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan perbedaan
paham Penggugat bermadzhab Sunni sedang Terguat Syiah dan Tergugat sering akan
mencerai Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai 2

(dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi
dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang
memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan lainnya yang
saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 yang lalu
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad
nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik talak, serta belum pernah bercerai ;

e Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012

telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan paham
Pengugat Sunni dan Tergugat Syiah dan Tergugat sering mengatakan ingin
menceraikan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah sampai sekarang;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini
sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan perbedaan
paham Sunni dan Syiah dan Tergugat sering ingin menceraikan Penggugat, akibatnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan

lamanya dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana
dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum
ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan talak dari
Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Fighus Sunnah

II : 290 yang berbunyi :

-asl

cr

Artinya : “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim

dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa
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mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya,
sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim
dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pada saat putusan dibacakan Penggugat
dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan
Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan
dijatuhkannya talak ba’in sughro Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (pasal 125
HIR);

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang undang
Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan
Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Salatiga, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 19

Jumadil Tsaniyah 1436 H, oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim

Ketua, Drs. MOCH. RUSDI. dan Drs. M. MUSLIH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM

YASYKUR. BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;
HAKIM KETUA,
ttd
Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI. SH.
HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA 11,
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ttd ttd
Drs. MOCH. RUSDI. Drs. M. MUSLIH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd
IMAM YASYKUR. BA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1 Pendaftaran ...........ccccoeee. ... =...Rp...... 30.000,-
2 Biaya Proses ......ccccceevervenne. = Rp. 50.000,-
3 Pemanggilan = Rp 180.000,-
4 RedaKSi...coooveeeeeiiiiiiiiiiianann. =...Rp. 5.000,-
5 Meterai =.Rp 6.000.-
Jumlah = Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

dody
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Hasil Wawancara di Peneadilan Asama Salatica
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Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/Pa.Sal

Adapun dari duduk perkara Nomor 0295/pdt.G/2015/PA.Sal yang telah
ada didalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah
satu hakim anggota bapak Drs. MUCH. RUS}‘fD], menjelaskan secara terperinci
dari pertanyaan atas jawaban yang penulis tanyakan: Mengenai dasar hukum yang
di pakai dalam ketentuan kitab figh sunnah 11: 290

Ane LY Lan 1) OIS 5 5300 it g A 5 30 Ay ) gl 53 25 13
AL 46l Lall Legin 2 3laW) e mldll Jae g Lagllial (g 3 p5ll ol 50

Artinya : apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan
hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah
tidak biisa mempertahanakan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami
terhadap istrinya dengan talak satu bhain”

1) Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga penggugat saja. Apalagi putusan ini
berupa verstek yang di kawatirkan pernyataan saksi selalu membela penggugat

dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong sebagaimana pedoman Bapak

) Hakim...?
vdﬁi Qo

w ; 3, Sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-undang Hukum Peldata termasuk
; T
o U HIR bahwa putusan verstek sebenarnya tidak perlu iksa, yang penting

gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan sebenarnya itu sudah bisa di
putus. Dan masalah ini ialah perkawinan maka tetap dibebani pembuktian. Dan

\U"y kalau seandainya dari pihak saksi yang di datangkan oleh penggugat bohong

maka terserah saksi.

2) Bagaimana usaha Pengadilan Agama Salatiga dalam mngupayakan perdamaian
ketika pihak tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.

1 Tahun 900§(PCIM£N0 1/2003). —ter > —2—Ttahtn
m tentang proscdm mediasi di pengadilan. Jadi jelas dasar hukum adanya

mediasi dalam perkara perceraian sebagaimana pedoman dasar Bapak Hakim...?

Whior, = 00a2 lig A
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Dalam pernyataan beliau bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga
tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas tergugat tidak
pernah hadir. Menurut beliau cukup dengan penasehatan kepada penggugat saja,
dan untuk memenuhi aturan Undang-undang upaya penasehatan hanya sebagai

persyaratan formalitas saja

3) Mengenai Hakam di dalam QS. An-Nisa 35 mengapa hakim tidak menerapkan

terlebih dahulu metode yang di anjurkan oleh Al-Quran:
(83 L) 15, 5 o Telbl 0a V&R AT (1 U8 T 58 gl (6 82 3y

4

1l Lle & & &) G &

Artinya:Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal

Dalam pernyataan Hakim hanya menanyakan kepada pihak saksi apakah sudah
di damaiakan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan
pernah mengadakan hakamain, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan

saja. karena ini adalah perkara verstek

4) Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perselisihan
yang di latar belakangi perbedaan madzhab saja. Menurut Drs. Ahmad
Syaebani dalam Figh Munakahat 2 h, 43 yang menyatakan ada 3 tingkatan yang
bisa dikatagorikan syigag dan prisip pengadilan yaitu mempersulit perceraian,
sebagaimana penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu” karena tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang
ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk
memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan

di depan sidang pengadilan™ ..?

Sebenarnya kalau sama menerimanya tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak

rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan
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ke KHI pasal 116{huruf f. Arti mempersulit hanyalah sebatas prosedur kalau

sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa langsung di putuskan

Mengenail pemanggilan sah dan patut di dalam Undang-undang mengatur ada
tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika tergugat tidak
hadir melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha yang
bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah
menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh Undang-undang

ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-29 PP Nomor 9

Tahun 1975...7

Dalam pernyataan beliau hanya di sampaikan melelui lurah dan lurah
menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada
vang sudah itu hak dia. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya

mengadili secara formal. Dan biasanya pengadilan melukukan pemanggilan

-minimal 2 kali. Dan terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak

masalah. Dan dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mas media
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